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KATA PENGANTAR 
 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) untuk 

mengukur keberhasilan atau kinerja (performance) suatu negara atau daerah dalam 

bidang pembangunan manusia. Sebagai suatu alat untuk mengukur perkembangan 

pembangunan manusia antardaerah, keberadaan IPM sampai tingkat kabupaten/kota, 

bahkan jika memungkinkan sampai tingkat kecamatan sangat diperlukan. Melalui kajian 

IPM Kabupaten Purworejo dapat digambarkan dengan jelas pada indikator mana suatu 

wilayah dapat dikategorikan berada pada kondisi yang baik atau buruk. 

Dengan gambaran ini, pemerintah Kabupaten Purworejo dapat memberikan 

prioritas pembangunan manusia menurut dimensi tertentu yang dianggap perlu karena 

indikatornya dinilai rendah atau sebaliknya, indikator mana saja yang perlu dipertahankan 

karena mendapatkan nilai tinggi. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Purworejo 

bekerja sama dengan BPS Kabupaten Purworejo berupaya untuk dapat melakukan suatu 

pengkajian mendalam terhadap IPM dan komponen pendukungnya pada tingkat 

Kabupaten Purworejo.  

Publikasi IPM Tahun Anggaran 2016, menyajikan data IPM Kabupaten Purworejo 

dan keterkaitan indikator-indikator lainnya dalam capaian nilai IPM serta gambaran 

pencapaian nilai IPM Kabupaten Purworejo dan komponen pendukungnya dibandingkan 

dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Data dan informasi yang disajikan dalam 

publikasi ini sangat bermanfaat sebagai bahan masukan dalam penyusunan berbagai 

kebijakan, program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan 

kesejahteraan penduduk. Melalui publikasi ini diharapkan akan meningkatkan 

pemahaman tentang permasalahan pembangunan manusia di wilayah masing-masing 

sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang tepat dalam meningkatkan pembangunan 

manusia di wilayah masing-masing.  

Publikasi ini tidak akan terwujud tanpa adanya kerja sama dan partisipasi berbagai 

pihak. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan 

kepada semua pihak sehingga terwujudnya publikasi ini. Semoga kerjasama yang telah 

terjalin selama ini dapat terus ditingkatkan, terutama dalam upaya peningkatan 

ketersediaan berbagai data.  

 

Purworejo, September 2017 
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1.1. Latar Belakang 

 
Pembangunan manusia sesungguhnya memiliki makna yang luas. Namun 

sebenarnya, ide dasar dari pembangunan manusia cukup sederhana, yaitu 

menciptakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya 

dan lingkungan, serta perubahan dalam kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, 

manusia harus diposisikan sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Dengan 

berbekal konsep ini, tujuan utama dari pembangunan manusia harus mampu 

menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati 

umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (Human 

Development Report 1990). 

Konsep pembangunan manusia memang terdengar berbeda dibanding 

konsep klasik pembangunan yang memberikan perhatian utama pada 

pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia menekankan pada perluasan 

pilihan masyarakat untuk hidup penuh dengan kebebasan dan bermartabat. 

Tidak hanya itu, pembangunan manusia juga berbicara tentang perluasan 

kapabilitas individu dan komunitas untuk memperluas jangkauan pilihan mereka 

dalam upaya memenuhi aspirasinya. 

Seiring dengan pembangunan manusia di tingkat nasional, kabupaten 

Purworejo juga telah mencanangkan visi dan misi yang merupakan pedoman dan 

arah pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP) 2005-2025. Melalui perencanaan ini, kabupaten Purworejo telah 

melakukan proses pembangunan yang merupakan bagian dari pembangunan 

nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia yang seutuhnya. 

Pembangunan manusia memang merupakan sebuah proses dan tidak bisa 

diukur dalam waktu singkat. Berbeda dengan pembangunan ekonomi pada 

umumnya, hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan tidak bisa dilihat dalam 

BAB 1. 
PENDAHULUAN 



IPM DAN INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN PURWOREJO 2016  3 

jangka pendek. Program-program pembangunan manusia harus dilaksanakan 

secara berkesinambungan dan terus dipantau pelaksanaannya sehingga lebih 

terarah. Oleh karena itu perlu kiranya melihat hasil pembangunan manusia 

kabupaten Purworejo melalui Indikator Pembangunan Manusia (IPM) dan 

beberapa indikator kesejahteraan rakyat, termasuk Indeks Pembangunan Gender 

(IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), indikator kemiskinan dan 

ketimpangan pendapatan. Berbagai indikator tersebut dapat menggambarkan 

hasil pembangunan yang telah dicapai dan sebagai bahan evaluasi program 

pembangunan yang telah dilaksanakan. 

1.2.  Tujuan 

Penyusunan publikasi “Indeks Pembangunan Manusia dan Indikator 

Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Purworejo 2016”  bertujuan untuk : 

1) Melihat gambaran pencapaian Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten 

Purworejo selama kurun waktu 2010-2016. 

2) Mengetahui ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan 

pengambilan keputusan. Indeks ini terfokus pada peluang yang dimiliki oleh 

wanita dan bukan kemampuannya. 

3) Tersedianya data pokok tentang kesejahteraan masyarakat yang sangat 

dibutuhkan sebagai bahan masukan penyusunan kebijakan dan sebagai 

indikator pencapaian keberhasilan pembangunan. 

4) Terhimpunnya data kesejahteraan rumah tangga, sosial budaya, pendidikan 

dan data kependudukan. 

1.3. Sumber Data 

 
Data yang digunakan dalam publikasi “Indeks Pembangunan Manusia dan 

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Purworejo Tahun 2016” ini yang 

mencakup data IPM, IPG, IDG, indikator kemiskinan, ketimpangan pendapatan, 

dan beberapa indikator kesejahteraan rakyat bersumber dari Badan Pusat 

Statistik (BPS). 
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Konsep dan definisi serta terminologi dari berbagai variabel atau 

karakteristik yang digunakan dalam publikasi ini merujuk pada konsep definisi 

serta terminologi yang digunakan oleh BPS sebagai sumber data. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah 

komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun 

melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup : 

1. umur panjang dan hidup sehat (along and healthy life); 

2. pengetahuan (knowledge); dan 

3. standar hidup layak (decent standard of living). 

Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi kualitas pembangunan manusia yang 

dicapai. 

Angka Harapan Hidup - AHH (Life Expectancy Rate - e0) 

Angka Harapan Hidup saat lahir (e0) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan 

banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH 

mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Semakin tinggi nilai indeks, 

semakin tinggi derajat kesehatan suatu masyarakat. 

Rata-rata Lama Sekolah - RLS (Mean Years of Schooling - MYS) 

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh 

penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung 

dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun 

ke atas. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk. 

Angka Harapan Lama Sekolah – HLS (Expected Years of Schooling - EYS) 

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang 

diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. 
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HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan 

untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang 

yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang 

diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.  

Pengeluaran Riil per Kapita Disesuaikan 

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per 

kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity - PPP). Rata-rata 

pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. 

Penghitungan PPP menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan 

makanan dan 30 komoditas merupakan komoditas nonmakanan.  

Indeks Pembangunan Gender (IPG) 

Indeks Pembangunan Gender adalah indeks pencapaian kemampuan dasar 

pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan 

ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan 

pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender 

terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. 

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang disusun 

dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam 

proses pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi. IDG didasarkan 

pada tiga indikator: persentase wanita di parlemen, persentase wanita di 

lingkungan pekerja profesional, teknisi, tenaga kepemimpinan dan 

ketatalaksanaan, serta sumbangan wanita sebagai penghasil pendapatan. 

 

Garis Kemiskinan - GK (Poverty Line) 

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang 

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara 

dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. 

GK terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis 
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Kemiskinan Nonmakanan (GKNM), dimana GK merupakan penjumlahan dari 

GKM dan GKNM. 

Persentase Penduduk Miskin - P0 (Headcount Index - HCI) 

Persentase Penduduk Miskin (Headcount Index) yaitu persentase penduduk yang 

berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). HCI secara sederhana mengukur 

proporsi penduduk yang dikategorikan miskin. 

Indeks Kedalaman Kemiskinan - P1 (Poverty Gap Index) 

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index) merupakan ukuran rata-rata 

kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis 

Kemiskinan (GK). Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran 

penduduk miskin dari GK. 

Indeks Keparahan Kemiskinan - P2 (Poverty Severity Index) 

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index) memberikan gambaran 

mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi 

nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. 

Koefisien Gini (Gini Ratio) 

Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran 

kumulatif yang membandingkan dari suatu variabel tertentu (misalnya 

pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase 

kumulatif penduduk. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan 

pendapatan penduduk. 

Ketimpangan Pendapatan Kriteria Bank Dunia 

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan 

besarnya pendapatan : 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% 

penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20% penduduk dengan 

pendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan ditentukan berdasarkan besarnya 

jumlah pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk 

berpendapatan rendah. Semakin kecil persentase pendapatan kelompok 
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penduduk berpendapatan rendah, semakin tinggi ketimpangan pendapatan 

penduduk. 

Kepadatan Penduduk (Population Density) 

Kepadatan penduduk menunjukkan banyaknya jumlah penduduk untuk setiap 

kilometer persegi luas wilayah. Semakin besar angka kepadatan penduduk, 

semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. 

Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio - SR) 

Rasio Jenis Kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan 

jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang 

biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. 

Semakin tinggi nilai indeks, semakin banyak jumlah penduduk laki-laki. 

Rasio Ketergantungan (Depedency Ratio - DR) 

Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-

14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas (keduanya disebut 

dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 

tahun (angkatan kerja).  Semakin tinggi persentase Dependency Ratio, semakin 

tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai 

hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. 

Umur Kawin Pertama - UKP (First Marriage Age) 

Rata-rata umur seseorang pada saat melangsungkan perkawinan yang pertama 

kali. Umur pertama menikah berarti juga saat dimulainya masa reproduksi 

pembuahan. Semakin muda UKP maka akan semakin panjang masa 

reproduksinya atau semakin banyak anak yang akan dilahirkan. 

Partisipasi Keluarga Berencana/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi 

(Contraceptive Prevalence Ratio - CPR) 

Angka yang menunjukkan banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) yang sedang 

menggunakan alat kontrasepsi atau persentase peserta Keluarga Berencana (KB) 

aktif terhadap jumlah PUS. 
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Angka Kesakitan (Morbiditas) 

Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hingga terganggu 

aktivitasnya. Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun 

jiwa,termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya 

kegiatan sehari‐hari. Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak 

dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, 

asma/sesak nafas, sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap 

mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan 

terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.  

Penduduk Usia Kerja 

Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.  

Angkatan Kerja (Labor Force) 

Penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak 

bekerja dan sedang mencari pekerjaan (pengangguran). Indikator ini bermanfaat 

untuk mengetahui jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja. 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja - TPAK (Labor Force Participation Rate) 

Persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.  

Tingkat Pengangguran Terbuka - TPT (Unemployment Rate) 

Persentase jumlah penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan 

usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan 

pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja 

terhadap jumlah angkatan kerja. 

Luas Lantai 

Luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari sebatas 

atap.  

Dinding Rumah 

Sisi luar/batas dari suatu bangunan/penyekat dengan bangunan fisik lain. 
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Atap Rumah 

Penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang yang mendiami di 

bawahnya terlindung dari teriknya matahari, hujan dan sebagainya. 

Fasilitas Air Minum 

Instalasi air minum yang dikelola oleh PAM/PDAM atau Non PAM/PDAM 

termasuk sumur gali atau sumur pompa. 

Fasilitas Buang Air Besar 

Kemudahan suatu rumah tangga dalam menggunakan jamban. 

Tangki 

Tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat 

dari pasangan bata/batu atau beton baik yang mempunyai bak resapan maupun 

tidak, termasuk di sini daerah pemukiman yang mempunyai Sistem Pembuangan 

Air Limbah (SPAL) terpadu yang dikelola oleh pemerintah kota. 

Konsumsi 

Meliputi konsumsi makanan dan bukan makanan.  

Pengeluaran Rata-rata per Kapita 

Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama 

sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. 
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3.1. Pengukuran Pembangunan Manusia 

Pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan masyarakat. Pada 

prinsipnya, pilihan manusia sangat banyak jumlahnya dan berubah setiap saat. 

Tetapi pada semua level pembangunan, ada tiga pilihan yang paling mendasar 

yaitu untuk berumur panjang dan hidup sehat, untuk memperoleh pendidikan 

dan untuk memiliki akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat 

hidup secara layak. Apabila ketiga hal mendasar tersebut tidak dimiliki, maka 

pilihan lain tidak dapat diakses (Human  Development  Report , 1990) 

Pembangunan manusia berarti pertumbuhan yang positif dan perubahan 

dalam tingkat kesejahteraan. Hal ini harus terjadi pada semua aspek kehidupan, 

baik ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan. Oleh karena itu, fokus 

utama pembangunan manusia adalah pada manusia dan kesejahteraannya. 

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan 

distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. 

Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat - 

pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik 

ataupun nilai-nilai kultural - dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia 

juga mencakup isu penting lainnya yaitu gender. Dengan demikian, 

pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi 

merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor. 

Pengukuran pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh 

UNDP pada tahun 1990. UNDP memperkenalkan sebuah gagasan baru 

dalam pengukuran pembangunan manusia yang disebut sebagai Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). Sejak saat itu, IPM dipublikasikan secara 

berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM 
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menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan 

dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. 

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian 

pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas 

hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan 

tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup: 

1. umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life); 

2. pengetahuan (knowledge); dan 

3. standar hidup layak (decent standard of living). 

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait 

banyak faktor. Pada laporan pertamanya, UNDP mengukur dimensi 

kesehatan dengan menggunakan angka harapan hidup waktu lahir. 

Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan angka 

melek huruf. Adapun untuk mengukur dimensi standar hidup layak 

digunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator yang 

penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Manfaat penting IPM antara 

lain sebagai berikut : 

 IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya 

membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). 

 IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu 

wilayah/negara. 

 Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran 

kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator 

penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).  

 

3.2. Perubahan Metodologi IPM 

Sejak pertama kali diperkenalkan oleh UNDP, IPM terus mendapat banyak 

sorotan. Banyak dukungan yang mengalir, tetapi tidak sedikit kritikan terhadap 

indikator ini. Sebagian pihak berpendapat bahwa indikator yang tercakup di 
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dalam IPM kurang mewakili pembangunan. Oleh karena itu, para pakar terus 

melakukan kajian untuk menyempurnakan penghitungan IPM. Hal itu terutama 

dilakukan terutama pada indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM. 

Tercatat bahwa UNDP melakukan dua kali penyempurnaan pada tahun 1991 dan 

1995 dan perubahan di tahun 2010 yang telah disempurnakan pula pada tahun 

2011 dan 2014. Serangkaian perubahan yang dilakukan UNDP bertujuan agar 

dapat membuat suatu indeks komposit yang cukup relevan dalam mengukur 

pembangunan manusia. 

Alasan utama yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan 

IPM setidaknya ada dua hal mendasar. Kedua hal mendasar terdapat pada aspek 

indikator dan cara penghitungan indeks. 

Pertama, beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam 

penghitungan IPM. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam 

mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas 

pendidikan. Sebelum penghitungan metode baru digunakan, AMH di sebagian 

besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan 

antarwilayah dengan baik. Oleh karena itu indikator AMH dianggap sudah tidak 

relevan sebagai komponen dalam penghitungan IPM. Selanjutnya adalah 

indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Indikator ini pada dasarnya 

merupakan proksi terhadap pendapatan masyarakat. Namun disadari bahwa PDB 

diciptakan dari seluruh faktor produksi dan apabila ada investasi dari asing turut 

diperhitungkan. Padahal, tidak seluruh pendapatan faktor produksi dinikmati 

penduduk lokal. Oleh karena itu, PDB per kapita kurang dapat menggambarkan 

pendapatan masyarakat atau bahkan kesejahteraan masyarakat pada suatu 

wilayah. 

Kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM 

menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi 

oleh capaian tinggi dari dimensi lain. Rata-rata aritmatik menyebabkan seolah-

olah tidak terjadi ketimpangan karena hasil dapat ditutupi oleh dimensi yang 

lebih tinggi capaiannya. Kelemahan rata-rata aritmatik ini menjadi salah satu 

alasan mendasar untuk memperbarui metode penghitungan IPM. 
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Pada metode baru, UNDP memperkenalkan indikator baru pada dimensi 

pengetahuan yaitu Harapan Lama Sekolah (Expected Years of Schooling). 

Indikator ini digunakan untuk menggantikan indikator AMH yang memang saat 

ini sudah tidak relevan karena capaian di banyak negara sudah sangat tinggi. 

UNDP juga menggunakan indikator PNB per kapita untuk menggantikan indikator 

PDB per kapita. 

Selain indikator baru, UNDP melakukan perubahan cara penghitungan 

indeks. Untuk menghitung agregasi indeks, digunakan rata-rata geometrik 

(geometric mean). Cara penghitungan indeks yang terbilang baru ini cenderung 

sensitif terhadap ketimpangan. Tidak seperti rata-rata aritmatik, yang dapat 

menutupi ketimpangan yang terjadi antar dimensi, rata-rata geometrik 

menuntut keseimbangan ketiga dimensi IPM agar capaian IPM menjadi optimal. 

Keunggulan IPM metode baru tersebut antara lain : 

 Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik 

(diskriminatif). 

 Dengan memasukkan Rata-rata Lama Sekolah dan angka Harapan Lama 

Sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan 

dan perubahan yang terjadi.  

 PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan 

masyarakat pada suatu wilayah.  

 Dengan menggunakan rata-rata geometrik maka capaian yang rendah pada 

salah satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh dimensi lain yang capaiannya 

lebih tinggi. 

Perubahan yang mendasar yang terjadi pada penghitungan IPM tentunya 

membawa dampak. Secara langsung, ada dua dampak yang terjadi akibat 

perubahan metode penghitungan IPM. Pertama, perubahan level IPM. Secara 

umum, level IPM metode baru lebih rendah dibanding IPM metode lama. Hal ini 

terjadi karena perubahan indikator dan perubahan cara penghitungan. Kedua, 

terjadi perubahan peringkat IPM. Perubahan indikator dan cara penghitungan 

membawa dampak pada perubahan peringkat IPM. Perubahan indikator 
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berdampak pada perubahan indeks dimensi. Sementara perubahan cara 

penghitungan berdampak signifikan terhadap agregasi indeks. Namun, perlu 

dicatat bahwa peringkat IPM antara kedua metode tidak dapat dibandingkan 

karena kedua metode tidak sama. 

 

3.3. Penghitungan IPM Metode Baru 

Indonesia juga turut ambil bagian dalam mengaplikasikan penghitungan 

metode baru. Pada tahun 2014, Indonesia secara resmi melakukan penghitungan 

IPM dengan metode baru. Untuk mengaplikasikan metode baru, sumber data 

yang tersedia di Indonesia antara lain : 

 Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010/SP2010, Proyeksi 
Penduduk) 

 Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (survey Sosial 
Ekonomi Nasional/ SUSENAS) 

 PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, 
sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan 
data SUSENAS. 

Selain sumber utama tersebut, digunakan juga data pendukung seperti 

inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi dan 

indikator sosial ekonomi lainnya. Indonesia juga melakukan penyesuaian 

terhadap metode baru yaitu pada indikator PNB per kapita karena ketersediaan 

data. Dari empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM metode 

baru, tiga diantaranya sama persis dengan UNDP. Khusus untuk PNB per kapita, 

indikator ini diproksi dengan pengeluaran per kapita.  

Dalam proses penghitungan IPM dan komponennya, digunakan variabel-

variabel sebagai berikut : 

1. Angka Harapan Hidup (AHH) 

AHH yang merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat 

ditempuh oleh seseorang sejak lahir, dihitung dengan menggunakan variabel 

anak lahir hidup dan anak masih hidup. Proses penghitungan dengan cara 

tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program For 

Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack. 
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2. Harapan Lama Sekolah (HLS)  

HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan 

akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS 

dihitung untuk penduduk usia 7 tahun ke atas karena disesuaikan dengan 

program wajib belajar 9 tahun yang dimulai pada usia 7 tahun.  Variabel 

yang digunakan dalam penghitungan HLS adalah partisipasi sekolah 

penduduk menurut kelompok umur. Formula yang digunakan untuk 

menghitung HLS yaitu : 

 

 

dimana,  

  Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t 
  Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t 
  Jumlah penduduk usia i pada tahun t 
  Usia (a, a+1, …, n). 

 
Teknis penghitungan HLS adalah sebagai berikut : 
(1) Menghitung jumlah penduduk menurut umur (7 tahun ke atas) 
(2) Menghitung jumlah penduduk yang masih sekolah menurut umur (7 

tahun ke atas) 
(3) Menghitung rasio penduduk yang masih sekolah menurut umur (7 

tahun ke atas) 
(4) Menghitung HLS yaitu dengan menjumlahkan semua rasio penduduk 

masih sekolah menurut umur (7 tahun ke atas) 
 

3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang 

digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Data yang 

digunakan untuk mengitung RLS bersumber dari Susenas Kor yaitu variabel 

angka partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang pernah diduduki, kelas 

yang sedang dijalani, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Teknis 

penghitungan RLS adalah sebagai berikut : 

(1) Menyeleksi penduduk usia 25 tahun ke atas 

(2) Mengelompokkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki 

(3) Mengelompokkan ijazah/STTB tertinggi yang dimilki 

(4) Mengkonversi tahun lama sekolah menurut ijazah terakhir  

tn
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Tabel 3.1. Konversi Tahun Lama Sekolah 

 

 

 

 

 

 
(5) Menghitung lamanya bersekolah sampai kelas terakhir 

(6) Menghitung lamanya bersekolah 

Tabel 3.2. Lama Bersekolah 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 

Indikator pengeluaran per kapita merupakan pendekatan yang digunakan 

untuk mengukur standar hidup layak. Dalam hal ini digunakan indikator 

pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Teknis penghitungan pengeluaran 

per kapita disesuaikan adalah sebagai berikut : 

(1) Menghitung rata-rata pengeluaran per kapita setahun yang diperoleh 

dari Susenas Modul 

(2) Menghitung rata-rata pengeluaran per kapita dalam harga konstan (riil) 

Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 

2012=100 dengan rumus sebagai berikut : 

      

 

'

tX = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun dasar harga konstan 2012 

(1) (2)

Tidak punya ijazah 0

Sekolah Dasar 6

SMP 9

SMA 12

D1/D2 14

D3 15

S1/D4 16

S2/S3 18

Ijazah Konversi tahun lama sekolah (tahun)

(1) (2)

Tidak Pernah Sekolah 0

Masih sekolah di SD s.d. S1 Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1

Konversi ijazah terakhir + 1

Ket : Karena di Susenas kode kelas untuk yang sedang kuliah 

S2=6 dan kuliah S3= 7 yang tidak menunjukkan kelas

Tidak bersekolah lagi tetapi tidak 

tamat di kelas terakhir
Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1

Tidak sekolah lagi dan tamat pada 

jenjang
Konversi ijazah terakhir

Keterangan Lama Sekolah

Masih sekolah S2 atau S3

'

( ,2012)

x 100t
t

t

X
X

IHK

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tX = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun pada tahun t 

( ,2012)tIHK = IHK tahun t dengan tahun dasar 2012 

 
(3) Menghitung paritas daya beli (Purchasing Power Parity-PPP) 

Teknis penghitungan PPP adalah sbb : 

 menghitung value (rupiah yang dikeluarkan) dan quantity (jumlah 

barang yang dikonsumsi) 96 komoditas PPP dari data Susenas Modul 

Konsumsi. 

 menghitung quantity komoditi perumahan dari data Susenas Kor 

 menghitung harga rata-rata setiap komoditas. Harga yang tidak 

diperoleh dari Susenas modul konsumsi diproksi dengan harga dari 

IHK 

 menghitung relatif harga terhadap Jakarta Selatan 

 menghitung PPP dengan rumus sbb : 

 

 

ikp = harga komoditas i di Jakarta Selatan 

ijp = harga komoditas i di kab/kota j 

 m = jumlah komoditas  

 

(4) Menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan 

Setelah penghitungan komponen IPM, selanjutnya setiap komponen IPM 

distandarisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk 

menghitung IPM. Berikut tabel yang menyajikan nilai-nilai tersebut. 

Tabel 3.3. Nilai Minimum dan Maksimum Komponen-Komponen IPM 

 
 
 
 
 
 
 

 
Keterangan : 
*  Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data 

empiris) yaitu di Tolikara-Papua 
** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 

(akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025 

UNDP BPS UNDP BPS

(1) (2) (3) (4) (5) (5)

Angka Harapan Hidup Saat Lahir Tahun 20 20 85 85

Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 0 0 18 18

Rata-rata Lama Sekolah Tahun 0 0 15 15

Pengeluaran per Kapita 100 1.007.436* 107,721 26.572.352**

Disesuaikan (PPP US$) (Rp) (PPP US$) (Rp)

Minimum Maksimum
Indikator Satuan

1

1

mm
ij

j

i ik

p
PPP

p

 
  

 

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Rumus yang digunakan untuk menghitung masing-masing komponen IPM 

yang distandarisasi sebagai berikut : 

1. Dimensi Kesehatan 
 

 
 
2. Dimensi Pendidikan 

 
 
 
3. Dimensi Pengeluaran 

 
 
 
 

Setelah indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran 

diperoleh, selanjutnya IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari ketiga 

indeks tersebut : 

 

 

 
 

Angka IPM berkisar antara 0-100. Angka IPM memberikan gambaran 

komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai 

dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu wilayah. Semakin 

tinggi nilai IPM suatu wilayah menunjukkan pencapaian pembangunan 

manusianya semakin baik. Status IPM dapat dikategorikan menjadi empat : 

kategori sangat tinggi (IPM≥80), kategori tinggi (70≤IPM<80), kategori sedang 

(60≤ IPM<70) dan kategori rendah (IPM<60). 

Kecepatan perubahan IPM juga menjadi salah satu fokus dalam 

pembangunan manusia. Pada metode lama, kecepatan perubahan IPM diukur 

dengan menggunakan reduksi shortfall. Pada metode baru, kecepatan 

perubahan IPM diukur dengan menggunakan pertumbuhan aritmatik yang 

dihitung dengan rumus: 

 

min
kesehatan

maks min

AHH AHH
I

AHH AHH






2

min
HLS

maks minHLS RLS
pengetahuan

min
RLS

maks min

HLS HLS
I

HLS HLSI I
I

RLS RLS
I

RLS RLS


  

 
 

 

ln( ) ln( )

ln( ) ln( )

min
pendapatan

maks min

pendapatan pendapatan
I

pendapatan pendapatan






3 x x kesehatan pendidikan pengeluaranIPM I I I

1

1

 x 100%n n

n
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r
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


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69,98 
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M

 

Tahun 

IPM Purworejo IPM Jawa Tengah

Keterangan:   r  = Pertumbuhan IPM 

IPMn  = IPM tahun ke-n 

IPMn-1  = IPM tahun ke-(n-1) 

 

3.4 Pencapaian Pembangunan Manusia Kabupaten Purworejo 

Pembangunan manusia di kabupaten Purworejo memperlihatkan 

peningkatan selama kurun waktu 2010-2016. Hal ini ditunjukkan oleh capaian 

angka IPM selama kurun waktu tersebut, yaitu mencapai 68,16 pada tahun 2010, 

meningkat menjadi 69,40 pada tahun 2012, kembali meningkat menjadi 70,12 

pada tahun 2014, dan terus meningkat menjadi 70,66 pada tahun 2016. Dengan 

demikian, dalam kurun waktu enam tahun telah terjadi kenaikan IPM hingga 2,50 

poin. Peningkatan IPM tersebut telah membawa perubahan status 

pembangunan manusia di kabupaten Purworejo dari kelompok “sedang” menjadi 

“tinggi”. Perubahan status ini mulai tercapai sejak tahun 2014. 

Gambar 3.1. Perkembangan IPM Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah, 2010-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS, 2017 

Akan tetapi, peningkatan nilai IPM kabupaten Purworejo tersebut tidak 

diikuti oleh peningkatan peringkat IPM kabupaten Purworejo. IPM Kabupaten 

Purworejo berada pada peringkat 14 dari seluruh 35 kabupaten/kota di Jawa 

Tengah selama tahun 2013-2016, padahal sebelumnya pada tahun 2010-2012 

berada pada peringkat 13. Hal ini mengindikasikan hampir meratanya kecepatan 

peningkatan IPM kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. 
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Tahun 

Melihat perkembangannya dari waktu ke waktu, IPM kabupaten 

Purworejo selama tahun 2011-2016 terus tumbuh, yaitu pada kisaran 0,35 

sampai 1,39 persen. Kecepatan pembangunan manusia yang diukur dengan 

pertumbuhan IPM ini menunjukkan bahwa pada periode 2010-2011 merupakan 

pertumbuhan IPM tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 1,39 persen. Pada 

periode lainnya, angka pertumbuhan IPM selalu lebih rendah dibandingkan 

periode 2010-2011 meskipun angka IPM terus meningkat. Kondisi ini 

mengindikasikan peningkatan kualitas manusia yang sudah semakin membaik, 

meskipun peningkatan kualitas manusia tersebut bergerak melambat. 

Gambar 3.2. Pertumbuhan IPM Kabupaten Purworejo,  2010-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS, 2017 

IPM merupakan agregasi dari tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup 

sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Selama periode 2010-2016, 

kabupaten Purworejo mengalami peningkatan di seluruh dimensi. Dimensi umur 

panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh Angka Harapan hidup (AHH) saat lahir 

menunjukkan tren yang meningkat pada periode tersebut. Dimensi pengetahuan 

yang merupakan agregasi dari angka harapan lama sekolah dengan rata-rata 

lama sekolah juga menunjukkan peningkatan. Secara rata-rata angka harapan 

lama sekolah tumbuh sebesar 1,07 persen per tahun , sedangkan rata-rata lama 

sekolah hanya tumbuh sebesar 0,61 persen per tahun. Selain itu, standar hidup 

layak yang diwakili oleh  indikator  pengeluaran  per  kapita  yang disesuaikan 

juga mengalami kenaikan dari 8,62 juta rupiah per tahun pada tahun 2010 
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menjadi 9,49 juta rupiah per tahun pada tahun 2016. Terus meningkatnya 

indikator-indikator komponen IPM menunjukkan peningkatan kualitas hidup 

manusia di kabupaten Purworejo, baik dari segi kesehatan, pendidikan, dan 

kemampuan daya beli masyarakat. 

 
Gambar 3.3. Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah  

dan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan  
Kabupaten Purworejo , 2010-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS, 2017 
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4.1. Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 

Konsep gender secara umum dari beberapa literatur diartikan bukan 

sebagai perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, melainkan 

perbedaan peran, perilaku, fungsi dan status pada laki-laki dan perempuan 

sebagai hasil dari konstruksi sosial dan budaya. Dengan demikian gender 

merupakan hasil kesepakatan manusia dan tidak bersifat kodrati. Gender dapat 

berubah tergantung waktu dan budaya suatu wilayah. Terkait konsep gender, 

tidak terlepas dari konsep kesetaraan dan keadilan gender karena tujuan dari 

merekonstruksi konsep gender adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan 

keadilan gender. 

Kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-

laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan 

ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan. Terwujudnya kesetaraan gender 

ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. 

Keduanya memiliki hak yang sama dalam memiliki akses, kesempatan 

berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan. Dengan demikian, laki-laki dan 

perempuan akan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan 

tersebut. 

Isu kesetaraan gender di Indonesia tertuang dalam visi pembangunan 

nasional jangka panjang 2005-2025, untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, 

maju, adil dan makmur. Adil berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam 

bentuk apapun, baik antar individu, wilayah maupun gender. Penghapusan 

diskriminasi gender di semua bidang inilah yang kemudian menjadi isu dan 

dibahas terus menerus sebagai target pembangunan.  

Sementara itu, dalam target pembangunan jangka menengah, sasaran 

yang ingin dicapai adalah peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan 

peran perempuan di berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif 

 

BAB 4. 
PEMBANGUNAN GENDER 
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gender di semua tahapan pembangunan dan penguatan kelembagaan 

pengarusutamaan gender, baik di level pusat maupun daerah. Dengan demikian, 

kabupaten Purworejo juga berperan aktif dalam mewujudkan target 

pembangunan tersebut. 

Pengukuran perkembangan pembangunan gender di Indonesia dimulai 

sejak UNDP mengeluarkan laporan berkalanya HDR di tahun 1990 yang 

mencantumkan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) sebagai ukuran kemajuan suatu negara. Namun IPM belum 

mempertimbangkan ketimpangan gender sehingga lima tahun kemudian UNDP 

menambahkan konsep IPM dengan kesetaraan gender (Gender Equality).  Sejak 

UNDP memasukkan kesetaraan gender dalam HDI, maka faktor kesetaraan 

gender harus selalu diikutsertakan dalam mengevaluasi keberhasilan 

pembangunan nasional.  

Pada periode selanjutnya, disusunlah Indeks Pembangunan Gender (IPG) 

dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Ukuran-ukuran tersebut bertitik tolak 

pada konsep kesetaraan. Penghitungan IPG mencakup kesetaraan antara laki-laki 

dan perempuan dalam usia harapan hidup, pendidikan dan jumlah pendapatan. 

Sementara itu, perhitungan IDG mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik 

dan pemberdayaan dalam beberapa sektor lainnya seperti ekonomi. 

4.2. Metodologi Indeks Pembangunan Gender (IPG) 

Penghitungan IPG sejak tahun 1995 hingga tahun 2009 masih 

menggunakan metode yang sama. Pada metode lama tersebut, IPG tidak 

mengukur langsung ketimpangan antargender yang terjadi, namun hanya 

disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap jenis kelamin. Selain 

itu, angka IPM metode ini tidak bisa diinterpretasikan terpisah dari IPM. 

Pada tahun 2014, UNDP kembali melakukan penghitungan IPG  

menggunakan metode baru. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian 

dengan perubahan yang terjadi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari 

metode sebelumnya, IPG metode baru ini merupakan pengukuran langsung 
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terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru 

ini digunakan rasio IPM perempuan dengan IPM laki-laki. 

IPG pada tahun 2014 mengalami perubahan pada indikator yang 

digunakan dan juga metodologi penghitungannya. Dalam metode baru ini, 

dimensi yang digunakan masih sama seperti yang disampaikan sebelumnya, yaitu 

umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan 

(knowledge) dan standar hidup layak (decent standard of living). UNDP 

mengganti beberapa indikator untuk menyempurnakan metodologi yang 

digunakan. Pada dimensi pengetahuan menggunakan angka harapan lama 

sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Selanjutnya untuk mengukur dimensi 

standar hidup layak digunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. 

BPS mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan 

menggunakan angka harapan hidup saat lahir yang didapatkan dari data Sensus 

Penduduk 2010 (SP2010). Dimensi pengetahuan diukur dengan menggunakan 

angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah yang didapatkan 

dari data Susenas. Selanjutnya, dimensi standar hidup layak tidak diukur dengan 

menggunakan PNB per kapita, karena tidak terdapat angka PNB per kapita 

hingga kabupaten/kota. Untuk dimensi ini, dilakukan pendekatan dengan 

menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang didapatkan dari 

Susenas. 

Pada penghitungan IPG, keseluruhan indikator di atas dihitung 

berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Sumber data yang 

digunakan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah 

Sensus Penduduk 2010 (SP2010), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 

sebagai data primer dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) sebagai data 

sekunder. Data Sensus Penduduk 2010 digunakan untuk menghitung angka 

harapan hidup. Sementara itu, data Susenas sendiri digunakan untuk menghitung 

angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah serta pengeluaran per 

kapita yang disesuaikan. Data Sakernas digunakan untuk mendapatkan angka 
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upah yang diterima serta jumlah angkatan kerja sebagai penunjang 

penghitungan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. 

Penyusunan indeks komposit dimulai dengan membangun indeks untuk 

masing-masing komponen. Indeks untuk masing-masing komponen dihitung 

sama seperti pada metode lama. Perbedaanya hanya pada batasan untuk 

masing-masing komponen. Berikut adalah nilai minimum dan maksimum untuk 

masing-masing komponen. 

Tabel 4.1. Batas Minimum dan Maksimum Indikator IPG 

 

 

 

 

 

 

Penyusunan indeks masing-masing indikator, digunakan rumus sebagai berikut :  

 

 

dimana  ( , )i jX  : indeks komponen ke-i 

 ( min)iX   : nilai minimum komponen 

 ( )i maksX   : nilai maksimum komponen. 

 

 Setelah masing-masing komponen memiliki indeks, dilakukan 

penghitungan untuk indeks pendidikan. Penghitungan indeks pendidikan 

menggunakan rata-rata aritmatik yaitu : 

 

 

Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan

(1) (2) (3) (4) (5)

Angka Harapan Hidup (Tahun) 82,5 87,5 17,5 22,5

Angka Harapan Lama Sekolah 

(Tahun)
18 18 0 0

Rata-rata  Lama Sekolah 

(Tahun)
18 15 0 0

Pengeluaran Ri i l  per Kapita  

(Ribu Rupiah/Tahun)

Indikator
Maksimum Maksimum

1.007.436 26.572.352
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Metode agregasi yang dilakukan guna mendapatkan angka IPM laki-laki dan 

perempuan sama seperti metode agregasi yang dilakukan ketika ingin 

mendapatkan angka IPM. Metode agregasi yang digunakan adalah rata-rata 

geometrik dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

 Pada metode baru, penghitungan IPG tidak lagi dengan membandingkan 

angka IPM, namun dengan menggunakan rasio sebagai berikut : 

 

 

Angka ini menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan 

pembangunan laki-laki. Ketika angka indeks pembangunan gender makin 

mendekati 100, maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata. 

Namun semakin menjauhi 100, maka pembangunan gender makin timpang antar 

jenis kelamin. 

 Akibat perubahan metodologi, interpretasi angka IPG turut berubah. Pada 

metode lama, angka IPG yang dihasilkan harus dibandingkan dengan angka IPM. 

Semakin kecil selisih angka IPG dengan angka IPM, maka semakin kecil 

ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, pada 

metode baru, interpretasi angka IPG tidak perlu dibandingkan lagi dengan angka 

IPM. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara 

pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, semakin besar jarak 

angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan 

antara laki-laki dan perempuan. Angka 100 dijadikan patokan untuk 

menginterpretasikan angka IPG karena angka tersebut merupakan nilai rasio 

sempurna. 

 

3
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4.3. Pencapaian Pembangunan Gender Kabupaten Purworejo 

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran rasio antara IPM 

perempuan dan laki-laki. Melalui IPG dapat diukur kesenjangan atau gap 

pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Dengan ukuran yang 

terpisah ini, maka interpretasi tentang kualitas hidup masing-masing kelompok 

gender tersebut dapat dilakukan secara parsial. 

 

Gambar 4.1. Perkembangan IPG Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah,  2010-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : BPS, 2017 

Selama kurun waktu 6 tahun terakhir, pencapaian pembangunan gender 

di kabupaten Purworejo menunjukkan peningkatan setiap tahunnya (Gambar 

4.1). IPG kabupaten Purworejo dalam kurun waktu 2010-2015 telah meningkat 

dari 92,51 pada tahun 2010 menjadi 94,17 pada tahun 2015. Peningkatan IPG 

kabupaten Purworejo selama kurun waktu tersebut sejalan dengan peningkatan 

IPG Provinsi Jawa Tengah.  

Peningkatan IPG selama kurun 2010-2015 menunjukkan bahwa program-

program pemerintah yang berpedoman pada pengarusutamaan gender, sudah 

memberikan hasil yang positif terhadap peningkatan kapabilitas dasar 

perempuan di kabupaten Purworejo. Peningkatan IPG dikarenakan adanya 
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peningkatan beberapa indikator dalam setiap dimensi, baik kesehatan, 

pendidikan maupun ekonomi.  

Pada dimensi kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan selalu 

lebih tinggi dibanding laki-laki. Namun demikian, secara umum tren AHH 

penduduk laki-laki maupun perempuan selalu mengalami peningkatan selama 

periode 2010 hingga 2015 (Gambar 4.2), walaupun pergerakannya cenderung 

stagnan. Hal ini memberikan indikasi pembangunan kesehatan di kabupaten 

Purworejo telah berdampak pada peningkatan kualitas penduduk.  

 
Gambar 4.2. Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) menurut Jenis Kelamin  

Kabupaten Purworejo, 2010-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : BPS, 2017 

Kesenjangan pada dimensi pendidikan antarjenis kelamin dapat dilihat 

dari angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang merupakan sebuah gambaran 

tentang peluang penduduk yang baru memasuki sekolah (umur 7 tahun). Selama 

periode 2010-2015, angka HLS terus menunjukkan peningkatan setiap tahun baik 

untuk laki-laki maupun perempuan (Gambar 4.3). Dilihat dari ukuran ini, capaian 

penduduk laki-laki berada di atas capaian penduduk perempuan. Pada tahun 

2015, penduduk laki-laki memiliki peluang untuk melanjutkan sekolah selama 14 

tahun ke depan, sedangkan perempuan memiliki peluang untuk melanjutkan 

sekolah selama 13 tahun ke depan. 
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Gambar 4.3. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut Jenis Kelamin 
Kabupaten Purworejo, 2010-2015 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS, 2017 
 

Seperti halnya angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama 

Sekolah (RLS) penduduk laki-laki juga lebih tinggi dibandingkan penduduk 

perempuan. Selama periode 2010-2015, pola peningkatan angka rata-rata lama 

sekolah laki-laki dan perempuan relatif sama (Gambar 4.4). Pada tahun 2015, 

angka rata-rata lama sekolah laki-laki sebesar 8,40 tahun atau setara kelas 2 

SMP, sedangkan perempuan memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 7,16 tahun 

atau setara kelas 1 SMP. 

Gambar 4.4. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut Jenis Kelamin, 
Kabupaten Purworejo, 2010-2015 
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Sementara itu, pada dimensi ekonomi berupa standar hidup yang layak 

direpresentasikan dalam pendapatan yang didekati dengan pengeluaran . Selama 

periode 2010-2015, pengeluaran penduduk laki-laki selalu lebih besar 

dibandingkan perempuan. Namun demikian, selisih pengeluaran laki-laki dan 

perempuan terus mengalami penurunan pada periode tersebut dari 1,89 juta di 

tahun 2010 menjadi 1,02 juta di tahun 2015 (Gambar 4.5). Dengan demikian, 

peluang kesetaraan upah antara laki-laki dan perempuan di masa mendatang 

cukup besar. 

Gambar 4.5. Perkembangan Pengeluran per Kapita dalam Setahun (dalam ribuan) 
menurut Jenis Kelamin Kabupaten Purworejo, 2010-2015 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS, 2017 

4.4. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Purworejo 

Sejalan dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten Purworejo juga 

telah melakukan berbagai macam upaya untuk meningkatkan kapabilitas 

perempuan. Selain melalui produk produk hukum yang lebih memberikan 

kesempatan kepada perempuan  untuk berkontribusi, pemerintah juga berusaha 

meningkatkan kemampuan dasar seperti pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, 

program pemberdayaan perempuan dan juga peningkatan jumlah peran 

perempuan dalam pembangunan. 

Dalam rangka mengevaluasi tingkat keberhasilan pemberdayaan 

perempuan di kabupaten Purworejo, capaian Indeks Pemberdayaan Gender 
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(IDG) menjadi sangat penting. IDG merupakan indeks yang digunakan untuk 

mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan 

politik. Dimensi dari IDG mencakup partisipasi berpolitik direpresentasikan 

dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; partisipasi ekonomi dan 

pengambilan keputusan direpresentasikan dengan perempuan sebagai tenaga 

profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; serta penguasaan 

sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. 

Pada tahun 2015, IDG Kabupaten Purworejo tercatat  68,74 atau turun 

0,02 poin dibanding tahun 2014. Jika dilihat dari komponen pembentuknya, 

penurunan IDG pada tahun 2015 disebabkan oleh penurunan persentase 

perempuan yang berprofesi sebagai tenaga profesional yaitu turun sebesar 6,38 

persen. Kondisi sebaliknya, persentase sumbangan pendapatan perempuan 

meningkat 3,65 persen, meskipun besaran peningkatan ini masih lebih rendah 

dibandingkan besaran penurunan persentase perempuan yang berprofesi 

sebagai tenaga profesional. Sementara itu, persentase keterlibatan perempuan 

di parlemen tidak berubah. Namun demikian, dari ketiga komponen IDG 

kabupaten Purworejo, capaian perempuan sebagai tenaga profesional tetap 

merupakan yang tertinggi selama tahun 2014-2015 bahkan hampir mendekati 

capaian laki-laki (Gambar 4.6).   

Gambar 4.6. Perkembangan IDG dan Komponen IDG 
Kabupaten Purworejo, 2010-2015 
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Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat 

multidimensional karena sangat erat kaitannya dengan berbagai bidang 

kehidupan baik sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kemiskinan menjadi 

prioritas pembangunan untuk ditangani. Pada dasarnya berbagai upaya 

penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan melalui berbagai macam strategi 

penanggulangan kemiskinan. 

Dalam rangka mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan, 

tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran sangatlah penting. 

Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh 

bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup 

orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi 

kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan 

antarwaktu dan daerah serta menentukan target penduduk miskin dengan 

tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka. 

Berdasarkan metode penghitungan dan keperluan penggunaanya, data 

kemiskinan dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu data kemiskinan 

makro dan data kemiskinan mikro. Kedua jenis data ini mempunyai kriteria, 

pengukuran dan cakupan kemiskinan yang berbeda sehingga tidak dapat 

dibandingkan. Kriteria kemiskinan yang berbeda ini tentunya akan menimbulkan 

penafsiran yang berbeda pula mengenai jumlah penduduk miskin dan tingkat 

penanganan terhadap persoalan kemiskinan. 

5.1. Konsep Kemiskinan Makro, Kemiskinan Mikro, dan Ketimpangan 
Pendapatan. 

Data makro kemiskinan adalah data yang hanya menunjukkan jumlah 

agregat dan persentase penduduk miskin. Sementara itu, data mikro kemiskinan 

dilakukan dengan menggunakan kriteria akses terhadap kebutuhan dasar. Data 

BAB 5. 
KEMISKINAN MAKRO , KEMISKINAN MIKRO, 
DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN 
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mikro digunakan sebagai dasar untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi 

pembangunan secara makro. Data mikro digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

targeting program penanggulangan kemiskinan. 

5.1.1. Kemiskinan Makro  

Data kemiskinan yang dihasilkan oleh BPS adalah data kemiskinan makro 

yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Selain Susenas, 

digunakan juga Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD) sebagai 

informasi tambahan yang dipakai untuk memperkirakan proporsi pengeluaran 

masing-masing komoditi pokok non makanan. BPS menggunakan konsep 

kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) dalam 

mengukur kemiskinan makro. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang 

sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar 

makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. 

Sumber data yang digunakan untuk menghitung kemiskinan tahun 2016 

di tingkat kabupaten/kota adalah data Susenas Konsumsi Pengeluaran (Susenas 

KP) Maret 2016 yang berasal dari sampel sebanyak 713 rumah tangga atau 2.321 

individu. Penimbang yang digunakan menggunakan hasil proyeksi penduduk dari 

data Sensus Penduduk 2010. 

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK) yang 

terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis 

Kemiskinan Non Makanan (GKNM), secara formula sebagai berikut : 

 

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah 

perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki 

rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.  

 Garis Kemiskinan (GKM) merupakan nilai pengelauran kebutuhan 

minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. 

Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (pad-

padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, 

GK= GKM + GKNM .



IPM DAN INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN PURWOREJO 2016  38 

buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makan (GKNM) 

adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan 

kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh  51 jenis 

komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. 

 Teknik penghitungan garis kemiskinan tingkat kabupaten/kota adalah 

sebagai berikut : 

1) Menentukan penduduk referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada di 

atas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). GKS adalah GK periode lalu yang di-

inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian ini 

kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan 

Non Makanan (GKNM). 

2) GKM adalah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil 

dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 

kilokalori per kapita per hari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan 

minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari 

ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung GKM adalah : 

 

 

Dimana : 

jGKM  = GKM daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2.100 kilokalori) 

jkP  = harga komoditi di daerah j 

jkQ  = rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j 

jkV  = nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j 

j  = daerah (perkotaan atau perdesaan). 

 
3) GKM disetarakan dengan 2.100 kilokalori dengan mengalikan 2.100 terhadap 

harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, 

sehingga : 

 

dimana : 
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jkV  = nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j 

 = harga rata-rata kalori di daerah j. 

 

 

dimana : 

GKM = kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan 
energi setara dengan 2.100 kilokalori/kapita/hari atau GKM. 

j = daerah (perkotaan/perdesaan) 
 

4) GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-

komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, 

pendidikan dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub 

kelompok non makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio 

pengeluaran komoditi/sub kelompok tersebut terhadap total pengeluaran 

komoditi/sub kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. 

Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Dasar 2004 (SPKKD 

2004) yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengelauran konsumsi 

rumah tangga per komoditi non makanan yang lebih rinci dibandingkan data 

Susenas modul konsumsi. 

5) Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat 

diformulasikan sebagai berikut : 

dimana : 

pGKNM  = pengeluaran minimum non makanan atau garis kemiskinan 

 non makanan daerah p 

iv  = nilai pengeluaran per komoditi/sub kelompok non makanan  

daerah p (dari Susenas modul konsumsi). 

ir  = rasio pengeluaran per komoditi/sub kelompok non makanan  

daerah (hasil SPKKD 2004). 
i  = jenis komoditi non makanan terpilih di daerah p 
p  = daerah (perkotaan/perdesaan) 

 
6) GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki 

rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK dikategorikan 

sebagai penduduk miskin. 

jHK

 x 2100jjGKM HK
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7) Selanjutnya dihitung jumlah penduduk di bawah GK untuk tingkat 

kabupaten/kota. 

8) Melakukan prorate jumlah penduduk miskin kabupaten/kota yang diperoleh 

pada langkah sebelumnya terhadap jumlah penduduk miskin provinsi. 

9) Dari jumlah penduduk miskin yang diperoleh dari hasil prorate, maka 

dihitung persentase penduduk miskin dan Garis Kemiskinan (GK) dari seluruh 

kabupaten/kota. Penghitungan GK kabupaten/kota dilakukan sebagai dasar 

dalam penghitungan indeks kedalaman kemiskinan /Poverty Gap Index (P1). 

Berdasarkan pengitungan Garis Kemiskinan tersebut, selanjutnya dapat 

dihitung persentase penduduk miskin (Head Count Index/HCI-P0), Indeks 

Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), dan Indeks Keparahan 

Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2). 

Head Count Index(HCI-P0) yaitu persentase penduduk yang berada di 

bawah Garis Kemiskinan (GK). Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-

P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing 

penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi indeks nilai, semakin 

jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangka Indeks 

Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran 

mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi 

nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. 

Ukuran tingkat kemiskinan tersebut menggunakan rumusan yang 

disampaikan oleh Foster-Greer-Thorbecke (1984), dengan rumusan sebagai 

berikut : 

 

Dimana: 

 =  0,1,2 

Z =  Garis kemiskinan 

yi = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di 

bawah garis kemiskinan    (i=1,2,…,q),   yi< z 

q =  Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan 

n =  Jumlah penduduk 
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Jika =0 maka diperoleh Head Count Index (P0) yaitu persentase penduduk 

miskin, sedangkan jika =1 diperoleh Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap 

Index), dan =2 diperoleh Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index).  

 Ukuran-ukuran kemiskinan tersebut telah rutin dipublikasikan oleh BPS 

yang dikenal sebagai data kemiskinan makro. Hasil perhitungan angka 

kemiskinan makro ini digunakan sebagai dasar untuk perencanaan, monitoring 

dan evaluasi pembangunan secara makro yang dapat digunakan antara lain 

untuk (1) mengetahui jumlah dan persentase penduduk miskin, poverty gap dan 

severity index, (2) mengetahui ketimpangan/disparitas akses antar golongan 

masyarakat. Dengan demikian, perencanaan penurunan tingkat kemiskinan 

dapat dikaitkan dengan perencanaan bidang lainnya seperti perencanaan tingkat 

pertumbuhan ekonomi, investasi, dan peningkatan kesempatan kerja. 

5.1.2. Kemiskinan Mikro 

Data kemiskinan makro seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hanya 

dapat disajikan sampai tingkat kabupaten. Dengan demikian, data makro tidak 

dapat menunjukkan identitas individu dan keberadaan/alamat mereka, sehingga 

tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan program-program 

pembangunan yang bersifat langsung ditujukan kepada masyarakat miskin 

(targeting), terutama untuk program-program yang ditujukan untuk memenuhi 

akses terhadap pelayanan dasar (kemiskinan non pendapatan). Untuk tujuan 

tersebut, dalam rangka meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, 

Pemerintah melengkapi data kemiskinan dengan data mikro kemiskinan melalui 

Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05), Survei pelayanan Dasar 

Kesehatan dan Pendidikan (SPDKP07) yang nerupakan bagian dari PSE05 untuk 

rumah tangga tertentu, Pendataan Program perlindungan Sosial 2008 (PPLS08), 

Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 (PPLS11), dan yang terbaru 

Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 (PBDT). 

PSE05 merupakan data level individu pertama yang tersedia sebagai dasar 

dari program- program perlindungan sosial dalam rangka mengurangi jumlah 

penduduk miskin. PSE05 dimaksudkan untuk mendapatkan data kemiskinan 
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mikro berupa direktori rumah tangga penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) 

yang berisi nama kepala rumah tangga dan alamat tempat tinggal mereka. 

Penentuan rumah tangga penerima BLT pada PSE05 didasarkan pada pendekatan 

karakteristik rumah tangga, bukan dengan pendekatan nilai konsumsi 

pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti pada data 

kemiskinan makro. Indikator-indikator yang digunakan ada sebanyak 14 variabel, 

yaitu: 

1) Luas lantai rumah; 

2) Jenis lantai rumah; 

3) Jenis dinding rumah; 

4) Fasilitas tempat buang air besar; 

5) Sumber air minum; 

6) Penerangan yang digunakan; 

7) Bahan bakar yang digunakan; 

8) Frekuensi makan dalam sehari; 

9) Kebiasaan membeli daging/ayam/susu; 

10) Kemampuan membeli pakaian; 

11) Kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik; 

12) Lapangan pekerjaan kepala rumah tangga; 

13) Pendidikan kepala rumah tangga; dan 

14) Kepemilikan aset. 

Metode yang digunakan untuk menentukan kategori rumah tangga 

penerima BLT adalah dengan menggunakan sistem skoring, yaitu setiap variabel 

diberi skor yang diberi bobot dan bobotnya didasarkan pada besarnya pengaruh 

dari setiap variabel terhadap kemiskinan. Jumlah variabel dan besarnya bobot 

berbeda di setiap kabupaten. Dari bobot masing-masing variabel terpilih untuk 

setiap kabupaten/kota selanjutnya dihitung indeks skor rumah tangga penerima 

BLT. Selanjutnya indeks diurutkan dari terbesar sampai terkecil, semakin tinggi 

nilainya, maka semakin miskin rumah tangga tersebut (BPS, 2012). 
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Selanjutnya pada tahun 2008 BPS melakukan pemutakhiran (updating) 

data basis Rumah Tangga Sasaran Bantuan Langsung Tunai (RTS BLT). Dalam BPS 

(2011) disebutkan bahwa pemutakhiran data tersebut dilaksanakan melalui 

kegiatan Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2008 (PPLS08). Adapun 

tujuan kegiatan PPLS08 adalah: 

1. Memperbaharui database RTS, yaitu untuk mendapatkan daftar nama dan 

alamat RTS: 

a. Membuang data rumah tangga penerima BLT 2005 yang sudah 

meninggal dunia tanpa ahli waris yang berada pada rumah tangga yang 

sama. 

b. Membuang data rumah tangga penerima BLT 2005 yang tidak layak 

sebagai sasaran program karena status ekonominya sudah tidak miskin 

lagi. 

c. Memasukkan data rumah tangga sasaran baru, baik mereka adalah 

rumah tangga yang sebelumnya telah tercatat tetapi pindah tempat 

tinggal atau mereka yang belum pernah tercatat sama sekali. 

2. Memperbaharui informasi tentang kehidupan sosial ekonomi RTS, khususnya 

tentang kualitas tempat tinggal, pendidikan dan pekerjaan kepala rumah 

tangga. 

3. Menambah data anggota rumah tangga sasaran dengan informasi nama, 

umur, jenis kelamin, status sekolah dan pekerjaan anggota rumah tangga 

dan informasi tambahan tentang kondisi perumahan. 

Jenis data yang dikumpulkan adalah (1) Keterangan rumah tangga yang 

meliputi: luas lantai, jenis lantai, jenis dinding, fasilitas tempat buang air besar, 

sumber air minum, sumber penerangan, jenis bahan bakar untuk memasak, 

frekwensi membeli daging/ayam/susu, frekwensi makan, jumlah pakaian yang 

biasa dibeli, kemampuan berobat, lapangan pekerjaan utama, pendidikan kepala 

rumah tangga (KRT), kepemilikan aset; (2) Keterangan sosial ekonomi anggota 

rumah tangga (ART) yaitu nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis 

kelamin, tanggal lahir, umur, status perkawinan, kepemilikan tanda pengenal, 

kecatatan, pendidikan, kegiatan ekonomi ART yang berumur 5 tahun dan lebih. 
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Setelah PPLS08, BPS kembali melakukan pendataan rumah 

tangga/keluarga sasaran pada tahun 2011. Ini berarti PPLS11 merupakan 

kegiatan pendataan rumah tangga untuk program bantuan dan perlindungan 

sosial yang ke-empat. Kegiatan PPLS11 dimaksudkan untuk memenuhi 

kebutuhan basis data terpadu yang dapat digunakan untuk program-program 

bantuan dan perlindungan sosial pemerintah pada tahun 2012-2014. 

Tujuan dari PPLS11 adalah menghasilkan basis data terpadu rumah 

tangga dan keluarga untuk sasaran berbagai program bantuan dan perlindungan 

sosial yaitu : (1) menurut nama dan alamat kepala rumah tangga; (2) mencakup 

40 persen kelompok masyarakat menengah ke bawah (masyarakat miskin dan 

rentan miskin), dengan persentase berberda untuk setiap 

provinsi/kabupaten/kota sesuai intensitas kemiskinan; dan (3) memuat informasi 

eligibilitas program yang diluncurkan oelh Kementrian/Lembaga. 

Data yang dihasilkan akan menjadi basis data terpadu untuk Program 

Perlindungan Sosial. Basis Data Terpadu akan digunakan untuk mendapatkan 

daftar nama dan alamat peserta program perlindungan sosial dan 

penanggulangan kemiskinan seperti Program Jaminan Kesehatan Masyarakat 

(Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Beras untuk Rakyat 

Miskin (Raskin), Program Beasiswa, dan lain-lain. 

Data PPLS 2011 akan berbeda dengan data rumah tangga yang dimiliki 

oleh BPS pada umumnya. Hal ini dikarenakan data PPLS 2011 yang berbasis 

rumah tangga bisa dipilah menjadi keluarga.  Jenis data yang dikumpulkan 

adalah: 

- Keterangan sosial ekonomi anggota rumah tangga (ART) yaitu: nama, 

hubungan dengan kepala rumah tangga, nomor urut keluarga, hubungan 

dengan kepala keluarga, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, status 

perkawinan,kepemilikan kartu identitas, kecacatan, penyakit 

menahun/kronis, kehamilan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi ART yang 

berumur 8 tahun ke atas. 

- Keterangan pokok rumah tangga yaitu: status penguasaan bangunan, luas 
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lantai, jenis lantai, jenis dinding terluas, jenis atap terluas, sumber air minum, 

sumber penerangan utama, bahan bakar/energi utama untuk memasak, 

fasilitas tempat buang air besar, tempat pembuangan tinja, kepemilikan 

asset, dan keikutsertaan berbagai program. 

Setelah dilaksanakannya PPLS 2011, dikembangkanlah Basis Data 

Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yaitu sistem data elektronik yang 

memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 24,5 juta rumah 

tangga atau 96 juta individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia. 

Sumber utama Basis Data Terpadu adalah hasil kegiatan PPLS 2011. Basis Data 

Terpadu saat ini dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan (TNP2K). 

Basis Data terpadu digunakan untuk memperbaiki kualitas penetapan 

sasaran program-program perlindungan sosial. Basis Data terpadu membantu 

perencanaan program, memperbaiki penggunaan anggaran dan sumber daya 

program perlindungan sosial. Dengan menggunakan Basis Data Terpadu, jumlah 

dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisis sejak awal 

perencanaan program sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam penetapan 

sasaran program perlindungan sosial. Pada tahun 2015, pemerintah 

melaksanakan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT 2015). 

5.1.3. Ketimpangan Pendapatan 

 Selain dari kemiskinan makro dan mikro, distribusi pendapatan 

merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya 

merupakan ukuran kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif merupakan kondisi 

miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu 

menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan 

pada distribusi pendapatan. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, 

pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data 

pengeluaran. Dalam hal analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan 

menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan 

yang bersumber dari Susenas. Dalam publikasi ini akan disampaikan dua ukuran 
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untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan yaitu Koefisien Gini (Gini Ratio) 

dan Ukuran Bank Dunia. Untuk publikasi resmi oleh BPS, baik ukuran 

ketidakmerataan pendapatan versi Bank Dunia maupun indeks Gini, 

penghitungannya menggunakan data pengeluaran. 

a. Koefisien Gini (Gini Ratio) 

Koefisien gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan 

untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rumus 

koefisien gini adalah sebagai berikut : 

 

GR  = Koefisien Gini (Gini Ratio) 

ifp  = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i 

iFc  = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i 

1iFc   = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran 

ke (i-1) 

Nilai indeks Gini ada diantara 0 dan 1, jika : 

 G < 0,35  →  pemerataan tinggi/ketimpangan rendah 

 0,35 ≤ G ≤ 0,5   →  pemerataan/ketimpangan sedang 

 G > 0,5   →  pemerataan rendah/ketimpangan tinggi 
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Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva 

pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel 

tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang 

mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk koefisien Gini, 

grafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambar 

pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) 

digambar pada sumbu vertikal. Ini menghasilkan kurva Lorenz seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 5.1. Garis diagonal mewakili pemerataan sempurna. 

Koefisien Gini didefinisikan sebagai A/(A+B), dimana A dan B seperti yang 

ditunjukkan pada grafik. Jika A=0  koefisien  Gini bernilai 0 yang berarti 

pemerataan sempurna, sedangkan jika B=0 koefisien Gini akan bernilai 1 yang 

berarti ketimpangan sempurna. Namun  pengukuran dengan menggunakan 

Koefisien Gini tidak sepenuhnya memuaskan. 

Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik misalnya: 

 Tidak tergantung pada nilai rata-rata (mean independence). Ini berarti 

bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran 

ketimpangan tidak akan berubah. Koefisien Gini memenuhi syarat ini. 

 Tidak tergantung pada jumlah penduduk (population size independence). Jika 

penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, jika 

kondisi lain tetap (ceteris paribus). Koefisien Gini juga memenuhi syarat ini. 

 Simetris. Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, 

seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan. Koefisien 

Gini juga memenuhi hal ini. 

 Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pandapatan 

dari si kaya ke si miskin akan menurunkan ketimpangan. Gini juga memenuhi 

kriteria ini. 

b. Ukuran Bank Dunia 

Bank Dunia, dalam upaya mengukur ketimpangan pendapatan, membagi 

penduduk menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 40 persen penduduk 
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berpendapatan rendah, kelompok 40 persen penduduk berpendapatan 

menengah, dan kelompok 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. 

Pengelompokan seperti ini pada dasarnya sama dengan menggunakan cara desil 

(decile) yaitu 40 persen pertama sama dengan desil ke-4; 40 persen kedua sama 

dengan desil ke-8 dan 20 persen terakhir adalah desil ke-10. 

Dalam menentukan besarnya desil ke-i digunakan rumus : 

)(
)(

( )
ba

ba

ii
bi QQ

PP

Pn
QD 




  

Keterangan: 

i =1,2,3,4,.......10 

ni =Persentase ke-i 

Di =Desil ke-i 

Qb = Persen kumulatif dari kelas pendapatan sebelum Di 

Qa = Persen kumulatif dari kelas pendapatan sesudah Di 

Pb = Persen kumulatif dari jumlah penduduk sebelum Di 

Pa = Persen kumulatif dari jumlah penduduk sesudah Di 

Ketimpangan pendapatan ditentukan berdasarkan besarnya jumlah 

pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan 

rendah, dengan kriteria sebagai berikut: 

a) Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok  40% penduduk 

berpendapatan rendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat 

ketimpangan pendapatan tinggi. 

b) Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok  40% penduduk 

berpendapatan rendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan 

terdapat ketimpangan pendapatan moderat/sedang/ menengah. 

c) Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok  40% penduduk 

berpendapatan rendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat 

ketimpangan pendapatan rendah. 
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5.2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Purworejo 

Perkembangan tingkat kemiskinan di kabupaten Purworejo selama kurun 

waktu 2010-2016 ditunjukkan pada Gambar 5.1. Tingkat kemiskinan mencakup 

besaran jumlah dan persentase penduduk miskin. Selama kurun waktu tersebut, 

tingkat kemiskinan di Kabupaten Purworejo terus menunjukkan penurunan. 

Gambar 5.2.  Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 
di Kabupaten Purworejo, 2010-2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : BPS, 2017 

 Berdasarkan hasil pencacahan Susenas Konsumsi Pengeluaran (Susenas 

KP) Maret 2016, jumlah penduduk miskin di kabupaten Purworejo pada tahun 

2016 berjumlah 99,07 ribu jiwa (13,91 persen).  Angka ini mengalami penurunan 

sebanyak 2.180 jiwa dibandingkan kondisi tahun 2015 dengan jumlah penduduk 

miskin 101,25 ribu jiwa (14,27 persen). 

Sementara itu, Garis Kemiskinan (GK) kabupaten Purworejo mempunyai 

kecenderungan meningkat selama tahun 2010-2016 yaitu dari Rp. 211.400,- per 

kapita per bulan pada tahun 2010 menjadi Rp. 313.931,- per kapita per bulan 

pada tahun 2016. Pada tahun 2016 ini GK kabupaten Purworejo mengalami 

peningkatan sebesar Rp 19.773,- per kapita per bulan atau sebesar 6,73 persen 

dibandingkan tahun 2015. 
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Gambar 5.3.  Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Purworejo (Rupiah/Kapita/Bulan), 
2010-2016  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS, 2017 

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan 

persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat 

kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil 

jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa 

mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. 

Pada periode tahun 2010-2015, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan 

Indeks Keparahan kemiskinan (P2) mengalami fluktuatif, keduanya menunjukkan 

kecenderungan menurun sejak tahun 2010-2014, tetapi meningkat pada tahun 

2015 dan meningkat kembali pada tahun 2016 (Gambar 5.4).  

Gambar 5.4.  Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan 
Kabupaten Purworejo , 2010-2016  
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Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan kemiskinan 

(P2) pada tahun 2016 masing-masing meningkat sebesar 0,24 poin dan 0,13 

persen dibandingkan tahun 2015. Kondisi ini mengindikasikan kesenjangan rata-

rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan pada tahun 2016 

cenderung semakin lebar dan ketimpangan rata-rata pengeluaran di antara 

penduduk miskin semakin tinggi. 

5.3. Data Kemiskinan Mikro di Kabupaten Purworejo 
 
Data kemiskinan  mikro yang disajikan dalam publikasi ini merupakan 

hasil dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu yang dilaksanakan pada tahun 2015 

(PBDT 2015). Data yang dihasilkan adalah jumlah rumah tangga miskin dan 

jumlah penduduk miskin yang disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 5.1.  Jumlah Rumah Tangga Miskin dan Penduduk Miskin Hasil PBDT 2015 
 menurut Kecamatan di Kabupaten Purworejo , 2015  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : TNP2K, 2016 

No Kecamatan Rumah Tangga Miskin Penduduk Miskin

(1) (2) (3) (4)

1 Grabag 5.026 15.686

2 Ngombol 2.787 8.540

3 Purwodadi 4.195 12.832

4 Bagelen 2.816 8.630

5 Kal iges ing 3.658 11.512

6 Purworejo 6.034 19.733

7 Banyuurip 3.847 12.307

8 Bayan 5.502 18.220

9 Kutoarjo 6.148 19.951

10 Butuh 4.753 14.832

11 Pituruh 5.557 17.132

12 Kemiri 6.844 21.050

13 Bruno 7.774 25.786

14 Gebang 5.552 18.076

15 Loano 3.950 12.567

16 Bener 7.075 22.606

81.518 259.460Total
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5.4. Distribusi dan Ketimpangan Pengeluaran di Kabupaten Purworejo 

Secara umum selama kurun waktu 2010-2015 nilai Gini Ratio kabupaten 

Purworejo menunjukkan kondisi yang lebih baik daripada provinsi Jawa Tengah. 

Pada tahun 2015 kabupaten Purworejo berada pada kategori daerah dengan 

pemerataan tinggi/ketimpangan pendapatan rendah, setelah tahun sebelumnya 

berada pada kategori daerah dengan ketimpangan/pemerataan sedang. 

Perkembangan nilai Gini Ratio selama tahun 2010-2015 cenderung menunjukkan 

peningkatan dari 0,29 pada tahun 2010 menjadi 0,34 pada tahun 2015. 

Peningkatan nilai Gini Ratio tersebut mengindikasikan bahwa distribusi 

pendapatan penduduk kabupaten Purworejo semakin membaik. 

 

Gambar 5.5.  Perkembangan Nilai Gini Ratio Kabupaten Purworejo dan 
 Provinsi Jawa Tengah, 2010-2015 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS, 2016 

Berdasarkan kriteria Bank Dunia (World Bank), kabupaten Purworejo 

selama tahun 2010-2015 juga menunjukkan ketimpangan pendapatan 

rendah/pemerataan tinggi. Pada tahun 2015 terlihat bahwa 40 persen penduduk 

berpendapatan rendah di kabupaten Purworejo menerima 19,74 persen dari 

total pendapatan.  
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Gambar 5.6.  Perkembangan Persentase Kelompok I Kriteria Bank Dunia 
 Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah, 2010-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS, 2016 

Perkembangan persentase pendapatan dari kelompok 40% penduduk 

berpendapatan rendah cenderung berfluktuatif selama tahun 2010-2015 tetapi 

masih selalu berada di atas 17 persen yang berarti berada dalam kategori 

pemerataan tinggi/ketimpangan rendah atau dapat diartikan adanya pembagian 

pendapatan yang lebih merata. Hal ini seiring dengan perkembangan nilai Gini 

Ratio kabupaten Purworejo yang cenderung menruun selama tahun 2010-2015. 

Aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk terus 

dimonitoring dan dievaluasi terkait dengan pemerataan hasil pembangunan 

merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional yang ingin 

dicapai oleh pemerintah. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan 

diantara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan menimbulkan 

permasalahan sosial dalam masyarakat.  

 
Tabel 5.2. Perkembangan Nilai Gini Ratio dan Kriteria Bank Dunia  

Kabupaten Purworejo, 2010-2015 

 

 

 

 

 

40% I 40% II 40% III

(1) (2) (3) (4) (5)

2010 0.29 22.22 37.41 40.37

2011 0.36 19.10 35.80 45.10

2012 0.31 20.68 37.99 41.33

2013 0.34 21.35 34.58 44.07

2014 0.38 18.86 32.37 48.77

2015 0.34 19.74 34.76 45.50

Sumber : BPS, 2016

Tahun Gini Ratio
Kriteria Bank Dunia

22.22
19.1

20.68 21.35

18.86 19.74

20.19
18.64 18.54 18.38 18.59 18.79
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Purworejo Jawa Tengah
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6.1. Pendahuluan 

Pada bab ini akan disajikan data dan informasi mengenai kondisi 

kesejahteraan penduduk kabupaten Purworejo yang digambarkan melalui 

indikator kesejahteraan rakyat. Kesemua indikator bersumber BPS yaitu dari hasil 

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional 

(Sakernas). Susenas dan Sakernas merupakan survei yang diselenggarakan BPS 

setiap tahun.  

Susenas 2016 di Kabupaten Purworejo diselenggarakan pada bulan Maret 

tahun 2016 dengan sampel sebanyak 713 rumah tangga atau 2.321 penduduk. 

Susenas Maret 2016 diselenggarakan untuk pengumpulan data kor dengan 

Kuesioner Kor (VSEN16.K) dan data konsumsi/pengeluaran rumah tangga dengan 

kuesioner Konsumsi dan Pengeluaran (VSEN16.KP). Melalui Susenas diperoleh 

data mengenai berbagai aspek sosial ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup 

seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. 

Sementara itu, untuk data ketenagakerjaan yang tersaji bersumber dari 

Sakernas 2015 dikarenakan pada tahun 2016 tidak diselenggarakan Sakernas 

untuk estimasi level kabupaten. Sakernas 2015 di Kabupaten Purworejo 

diselenggarakan pada bulan Agustus tahun 2015 dengan sampel sebanyak 1.215 

penduduk usia 15 tahun ke atas. Data yang dihasilkan Sakernas melalui 

pengumpulan data dengan kuesioner SAK15.AK berupa informasi dasar tentang 

ketenagakerjaan secara umum seperti partisipasi penduduk dalam angkatan 

kerja, lapangan pekerjaan, status pekerjaan, jenis pekerjaan serta rata-rata jam 

kerja seminggu yang menggambarkan produktivitas tenaga kerja. 

6.2. Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Penduduk merupakan aset berharga suatu negara. Selain sebagai modal 

dasar dalam pembangunan, penduduk merupakan faktor dominan yang harus 

BAB 6. 
INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT 
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menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Penduduk berperan 

sebagai pelaksana pembangunan dan juga merupakan sasaran akhir dari 

perencanaan pembangunan seperti kesejahteraan penduduk, kesehatan 

penduduk, keamanan penduduk, kualitas sumber daya manusia dan sebagainya. 

Oleh karena itu, data dan informasi kependudukan merupakan data strategis 

yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan. Data penduduk pada masa 

lampau dan saat ini bermanfaat untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi. 

Proyeksi jumlah penduduk pada masa mendatang penting sebagai dasar 

perencanaan kebijakan ke depan. 

Gambar 6.1. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo , 
2010-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS, 2017 

Berdasarkan data proyeksi penduduk, jumlah penduduk kabupaten 

Purworejo pada tahun 2016 sebesar 712.686 jiwa atau 2,09 persen dari jumlah 

penduduk provinsi Jawa Tengah. Jumlah penduduk ini mengalami peningkatan 

sebesar 2.300 jiwa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2015 yang 

mencapai 710.386 jiwa. Jumlah penduduk kabupaten Purworejo (2,09 persen) 

paling sedikit kedua setelah kabupaten Rembang (1,83 persen) diantara 29 

kabupaten yang ada di provinsi Jawa Tengah dengan kepadatan penduduk 

sebesar 686 jiwa/km2. 

 

696.607 

699.682 

702.678 

705.527 

708.006 

710.386 

712.686 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



IPM DAN INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN PURWOREJO 2016  57 

 

Gambar 6.2.  Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo  
menurut Kecamatan, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS, 2017 

Penduduk kabupaten Purworejo terpusat di dua kecamatan yaitu 

Kutoarjo dan Purworejo. Hal ini lebih dikarenakan tersedianya berbagai fasilitas 

umum yang dibutuhkan masyarakat di dua kecamatan tersebut seperti fasilitas 

kesehatan, pendidikan maupun perekonomian. Jumlah penduduk kecamatan 

Kutoarjo sebesar 59.618 jiwa (8,37 persen) dengan kepadatan penduduk sebesar 

1.586 jiwa/km2 dan merupakan terbesar kedua setelah kecamatan Purworejo 

sebesar 74.966 jiwa atau 11,92 persen dari total penduduk kabupaten Purworejo 

dengan kepadatan penduduk sebesar 1.612 jiwa/km2. 

Gambar 6.3. Kepadatan Penduduk Kabupaten Purworejo (Jiwa/Km2)  
menurut Kecamatan, 2016 
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Sumber : BPS, 2017 

Sementara itu, komposisi penduduk kabupaten Purworejo menurut jenis 

kelamin pada tahun 2016 menggambarkan rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 

97,31. Angka ini menunjukkan bahwa secara global, jumlah penduduk 

perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki atau terdapat 97 

orang penduduk laki-laki di antara 100 orang penduduk perempuan. Secara 

umum sejak tahun 2012 hingga 2016 angka rasio jenis kelamin (sex ratio) di 

kabupaten Purworejo menunjukkan kecenderungan yang sama. Angka rasio jenis 

kelamin (sex ratio) ini tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain rasio 

jenis kelamin (sex ratio) pada saat lahir, pola mortalitas dan mungkin juga pola 

migrasi antara penduduk laki-laki dan perempuan.  

Gambar 6.4. Perkembangan Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin 
Kabupaten Purworejo, 2010-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS, 2017 

Guna mengetahui gambaran umum yang lebih lengkap mengenai 

penduduk kabupaten Purworejo diamati juga komposisi penduduk menurut 

kelompok umur yang bermanfaat untuk mengetahui distribusi penduduk usia 

muda (0-14 tahun), usia produktif (15-64 tahun), dan lansia (15-64 tahun). 

Gambar 6.5 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk kabupaten 

Purworejo adalah penduduk usia produktif yang menunjukkan persentase di atas 

65 persen, sedangkan penduduk usia muda sekitar 35 persen. 
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Struktur penduduk usia produktif dan penduduk usia tidak produktif (usia 

muda dan lansia) berdampak pada angka beban ketergantungan (dependency 

ratio). Selama lima tahun terakhir, angka beban ketergantungan (dependency 

ratio) menunjukkan kecenderungan yang menurun yakni dari 55,84 pada tahun 

2010 menjadi 55,12 pada tahun 2012, turun menjadi 54,42 tahun 2014, dan 

kembali turun menjadi 54,10 pada tahun 2016. Angka beban ketergantungan 

tahun 2016 sebesar 54,10 dapat diartikan setiap 100 penduduk produktif 

menanggung sekitar 54 penduduk tidak produktif yang terdiri dari anak-anak dan 

lansia 

Gambar 6.5. Struktur Umur Penduduk Kabupaten Purworejo, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS, 2017 

Salah satu persoalan penduduk yang dapat memicu tingginya 

pertambahan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di suatu daerah. 

Tingginya angka kelahiran tersebut sangat erat kaitannya dengan usia 

perkawinan pertama. Usia perkawinan pertama sebagai umur pertama menikah 

yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksi pembuahan. Semakin muda 

usia seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama maka akan semakin 
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panjang masa reproduksinya. Semakin panjang masa reproduksi seorang wanita, 

kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan. 

Terdapat beberapa sumber mengenai batasan usia minimal seorang 

wanita untuk melakukan perkawinan pertama. Menurut Undang-Undang 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk laki-

laki minimal sudah berusia 19 tahun, dan untuk perempuan harus sudah berusia 

minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia 

minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut 

Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan 

pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun. 

Gambar 6.6. Perkembangan Persentase Penduduk Wanita Berumur 10 Tahun Ke Atas 
 yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Purworejo, 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS, 2017 

Kesadaran penduduk kabupaten Purworejo tentang perlunya persiapan 

kematangan diri sebelum melangkah ke jenjang perkawinan terlihat semakin 

meningkat selama tahun 2014-2016. Berdasarkan data Susenas, persentase 

perempuan pernah kawin dengan usia kawin pertama 19 tahun ke atas selama 

tahun 2014 hingga 2016 telah mencapai lebih dari 65 persen. Gambaran ini 

menunjukkan bahwa usia perkawinan pertama terus menuju kondisi ideal yaitu 

pada umur 20 tahun ke atas. Akan tetapi, perlu diperhatikan peningkatan 

persentase perempuan pernah kawin dengan usia kawin pertama kurang dari 17 

tahun yang pada tahun 2016 ini menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi 
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sekitar 3 kali lipat dibandingkan tahun 2015. Kondisi ini menuntut pemerintah 

untuk lebih memberikan perhatian pada kasus pernikahan dini. 

Pengendalian angka kelahiran melalui pergeseran usia perkawinan 

pertama pada perempuan berusia 10 tahun ke atas, dapat diimbangi pula 

dengan cara lain yang tidak kalah efektif yaitu melalui program Keluarga 

Berencana (KB). Angka partisipasi KB (contraceptive prevalence ratio-CPR) 

kabupaten Purworejo pada tahun 2016 sebesar 52,50 persen, yang berarti satu 

diantara dua pasangan usia subur (PUS) tahun 2015 sedang ber-KB. Angka 

partisipasi KB ditunjukkan oleh persentase wanita usia 15-49 tahun yang kawin 

dan sedang aktif menggunakan alat KB. Angka ini bermanfaat untuk menetapkan 

kebijakan pengendalian kependudukan. 

Gambar 6.7. Perkembangan Persentase Penduduk Wanita Berumur 15-49 Tahun  
menurut Status KB di Kabupaten Purworejo, 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS, 2017 

Dilihat dari jenisnya, alat KB yang banyak digunakan oleh peserta KB aktif 

adalah suntik sebesar 38,19 persen pada tahun 2016. Metode kontrasepsi untuk 

pria seperti kondom/karet KB dan metode operasi pria (MOP) ternyata 

merupakan alat KB yang paling sedikit digunakan oleh peserta KB aktif yaitu 

hanya 2,93 persen. Metode kontrasepsi untuk pria dimaksudkan agar pria dapat 

berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program KB, selain untuk membantu 

wanita yang memiliki masalah dalam penggunaan alat kontrasepsi. 
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Gambar 6.8. Persentase Penduduk Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin 
menurut Alat KB yang Sedang Digunakan di Kabupaten Purworejo, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS, 2017 

6.3. Kesehatan 

Salah satu indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan 

manusia suatu wilayah adalah tingkat kualitas kesehatan. Semakin sehat kondisi 

suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika 

pembangunan ekonomi suatu wilayah semakin baik yang pada akhirnya dapat 

mewujudkan tingkat produktivitas penduduk suatu wilayah. Kualitas kesehatan 

di masyarakat dapat diukur dari derajat kesehatan. Derajat kesehatan 

merupakan salah satu ukuran kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia.  

Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah kabupaten 

Purworejo melalui RPJMD 2016-2021 melaksanakan berbagai program prioritas 

dan sasaran di bidang kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan 

akses pelayanan publik seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan 

tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, 
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menurunkan Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang, serta meningkatkan Angka 

Harapan Hidup. Dalam publikasi ini, akan disajikan indikator-indikator kualitas 

utama yang digunakan untuk menggambarkan derajat kesehatan seperti 

persentase penduduk dengan lama sakit lebih dari 3 hari, angka kesakitan 

(morbiditas), persentase penduduk yang mengakses fasilitas kesehatan public, 

dan indikator penolong persalinan. 

Merujuk pada konsep yang diterapkan BPS dalam Susenas, maka 

morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan gangguan/keluhan kesehatan yang 

mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan 

pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas 

lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu 

penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, 

asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin 

banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dapat diartikan semakin 

rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan 

yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit). 

Hasil Susenas 2016 seperti ditunjukkan pada Gambar 6.9 menunjukkan 

angka kesakitan penduduk Kabupaten Purworejo mencapai 19,01 persen atau 

mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 17,01. 

Peningkatan angka kesakitan ini terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun 

perempuan. Angka kesakitan penduduk perempuan meningkat pada tahun 2016 

menjadi 19,48 persen dari 16,01 persen tahun 2015. 

Gambar 6.9. Angka Kesakitan di Kabupaten Purworejo, 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS, 2017 
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Sementara itu, lamanya sakit merupakan salah satu indikator yang 

memberikan gambaran mengenai  kondisi keluhan kesehatan yang dirasakan 

oleh penduduk suatu wilayah. Meningkatnya angka morbiditas pada tahun 2016 

tidak serta merta dapat dikatakan sebagai kondisi kesehatan penduduk yang 

menurun, namun sebaliknya terjadi penurunan persentase penduduk yang 

menderita sakit lebih dari 3 hari lamanya. Hasil Susenas tahun 2016 

menunjukkan penduduk yang menderita sakit lebih dari 3 hari selama satu bulan 

terakhir mengalami penurunan menjadi 45,56 persen dari 52,20 persen pada 

tahun sebelumnya. Persentase penduduk laki-laki maupun perempuan yang 

menderita sakit lebih dari 3 hari juga mengalami penurunan pada tahun 2016. 

Selama dua tahun terkhir, persentase penduduk perempuan yang menderita 

sakit lebih dari 3 hari selalu lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. 

Gambar 6.10. Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Lebih dari 3 Hari 
di Kabupaten Purworejo, 2015-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sumber : BPS, 2017 

Indikator kesehatan lainnya adalah penggunaan fasilitas kesehatan oleh 

penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan ketersediaan jaminan 

kesehatan untuk berobat jalan. Indikator ini menunjukkan perubahan perilaku 

masyarakat  dan pelaksanaan jaminan kesehatan. Berdasarkan data Susenas 

2016 diketahui bahwa 55,70 persen penduduk yang mengalami keluhan 

kesehatan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia untuk berobat jalan 

tetapi hanya 28,46 persen penduduk yang berobat jalan tersebut menggunakan 

jaminan kesehatan. Fasilitas kesehatan yang banyak dimanfaatkan adalah 
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praktek dokter/bidan sebesar 43,55 persen dan puskesmas/pustu sebesar 33,87 

persen.  

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk dalam 

memanfaatkan fasilitas kesehatan tersebut adalah jarak tempat tinggal dengan 

letak sarana pelayanan kesehatan, serta kualitas pelayanan. Penduduk 

Kabupaten Purworejo yang tidak berobat jalan pada tahun 2016 sebesar 44,30 

persen. Alasan utama penduduk tidak berobat jalan adalah mengobati sendiri 

sebesar 53,10 persen. Selain itu, penduduk yang merasa tidak perlu berobat 

jalan sebesar 40,66 persen dan yang tidak mempunyai biaya berobat sebesar 

0,52 persen. 

Gambar 6.11. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Tempat/Cara Berobat 
 di Kabupaten Purworejo, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) UKBM = Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (Poskesdes, Polindes, Posyandu, Pos Upaya Kesehatan Kerja, dll) 

Sumber : BPS, 2017 

Sejatinya akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan tidak 

hanya dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan 

tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga 

harus pergi berobat tetapi juga dilihat dari indikator penolong persalinan. 

Dengan meningkatnya pertolongan persalinan oleh tenaga medis dapat 

memengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal 

adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang 

memenuhi standar kesehatan. 
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Persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin menurut 

penolong kelahiran anak terakhir di kabupaten Purworejo tahun 2016 sebagian 

besar adalah oleh bidan sebesar 52,99 persen dan dokter sebesar 42,93 persen. 

Mudahnya akses yang didapat masyarakat serta biaya yang terjangkau, maka 

sebagian besar masyarakat cenderung lebih untuk mengunjungi bidan, baik 

bidan praktek maupun bidan desa.  

Gambar 6.12. Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin menurut Penolong 
Kelahiran Anak Terakhir di Kabupaten Purworejo, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS, 2017 

Selama periode 2015-2016, lebih dari 98 persen perempuan berumur 15-

49 tahun yang pernah kawin ditolong oleh tenaga medis dalam proses kelahiran 

anak terakhirnya. Namun demikian, masih terdapat sekitar kurang dari 2 persen 

wanita umur 15-49 tahun yang pernah dibantu tenaga non medis yaitu dukun 

bersalin. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat di kabupaten Purworejo juga 

masih mempercayakan penolong proses kelahiran kepada dukun bersalin. Hal ini 

dimungkinkan karena masalah biaya dan jarak ke akses fasilitas kesehatan di 

daerah tersebut yang cukup jauh. 

6.4. Pendidikan 

Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu tujuan nasional 

bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, 

pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan bangsanya melalui 
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pendidikan. Pendidikan sangat penting bagi suatu bangsa karena menjadi salah 

satu investasi bagi pembangunan dalam menentukan kualitas bangsa. Oleh 

karena itu, melalui pendidikan dapat dicetak generasi penerus bangsa yang 

berkualitas guna mendukung kemajuan bangsa. Peranan pendidikan yang sangat 

penting tersebut menjadikan sektor pendidikan sebagai sasaran utama dalam 

setiap program pembangunan. 

Hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. 

Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, diantaranya 

Tingkat Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Tingkat 

pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Indikator-indikator tersebut diolah dari 

hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS. 

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menghitung pendidikan dari usia 7 

tahun ke atas, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menghitung dari usia 25 

tahun ke atas.  Kedua indikator ini menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun. 

Meskipun demikian rata-rata lama sekolah relatif lebih lambat pertumbuhannya 

dibandingkan angka harapan lama sekolah. Hal ini wajar mengingat harapan 

lama sekolah menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7 tahun keatas 

yang masih relatif besar pada kelompok pendidikan dasar. Indikator ini 

merupakan indikator  proses pembangunan sebagai ukuran keberhasilan 

program-program pendidikan jangka pendek. Di sisi lain, rata-rata lama sekolah 

menggambarkan indikator output pembangunan jangka panjang sehingga 

perkembangannya relatif lebih lambat. Kedua indikator ini menggambarkan 

capaian (stock) dan penambahan (flow) sumber daya manusia berkualitas di 

suatu wilayah. 

Gambar 6.13 Harapan Lama Sekolah (Tahun) dan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun), 2010-2016 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS, 2017 
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Tren angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di 

kabupaten Purworejo meningkat dari tahun 2010 hingga 2016. Secara rata-rata 

angka harapan lama sekolah usia 7 tahun tumbuh sebesar 1,05 persen per tahun 

selama tahun 2010-2016, sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 

tahun ke atas hanya tumbuh sebesar 0,60 persen per tahun dalam kurun waktu 

yang sama. 

Selain Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah,  

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan juga merupakan salah satu ukuran kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, 

maka semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Daya saing sebuah bangsa tidak 

bisa dipisahkan dari mutu dan kualitas SDM-nya. Kualitas SDM merupakan modal 

dalam menghadapi persaingan global. 

Gambar 6.14 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 penduduk usia 15 

tahun ke atas yang tamat SD/MI/Paket A menempati urutan pertama dengan 

persentase sebesar 40,15 persen. Penduduk usia 15 tahun ke atas masih banyak 

yang bersekolah hanya sampai jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Bahkan, 

penduduk usia 15 tahun ke atas yang menyelesaikan pendidikan SMP/MTS/Paket 

B hanya sebesar 13,81 persen, lebih rendah dari angka pada jenjang pendidikan 

SD/MI/Paket A. Hal sebaliknya terjadi untuk jenjang pendidikan menengah. 

Penduduk usia 15 tahun ke atas yang menamatkan SMA/MA/SMK/Paket C 

tercatat sebesar 19,78 persen. Sementara itu, penduduk usia 15 tahun yang 

berhasil menyelesaikan pendidikannya di jenjang Perguruan Tinggi sebesar 4,87 

persen. 
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Gambar 6.14 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas  
menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS, 2017 

6.5. Ketenagakerjaan 

Ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian 

pemerintah, dimana masalah ketenagakerjaan ini merupakan masalah yang 

harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak 

berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Berbagai 

masalah bidang ketenagakerjaan yang dihadapi pemerintah antara lain tingginya 

tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, 

rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.  

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan 

kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan 

dan pemecahan masalah ketenagakerjaan terssbut. Beberapa indikator yang 

menggambarkan ketenagakerjaan yang disajikan dalam publikasi ini antara lain 

Penduduk usia kerja, persentase penduduk yang bekerja menurut kelompok 

lapangan usaha, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) yang bersumber Survei Angkatan Kerja Nasional 

(SAKERNAS) oleh BPS. 

  Penduduk usia kerja (working age population) di kabupaten Purworejo 

pada tahun 2015 tercatat berjumlah 543.222 orang yang berarti terjadi 

peningkatan sebanyak 4.637 orang atau 0,86 persen dibandingkan dengan tahun 
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2014. Penduduk usia kerja dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu angkatan 

kerja dan bukan angkatan kerja. Berdasarkan jenis kegiatannya, angkatan kerja 

meliputi kegiatan bekerja dan pengangguran, sedangkan bukan angkatan kerja 

mencakup kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lainnya. 

Jumlah angkatan kerja di kabupaten Purworejo tahun 2015 tercatat 

sebanyak 374.054 orang. Dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja tahun 

2014 yang tercatat sebanyak 368.602 orang, terjadi peningkatan jumlah 

angkatan kerja sebesar 1,48 persen pada tahun 2015. Penduduk usia kerja di 

kabupaten Purworejo lebih banyak yang masuk dalam angkatan kerja dibanding 

bukan angkatan kerja. Persentase penduduk angkatan kerja sekitar 68,86 persen 

terdiri dari 66,09 persen penduduk bekerja dan 2,76 pengangguran terbuka. 

Sementara itu, persentase penduduk bukan angkatan kerja sekitar 31,14 persen 

dari jumlah penduduk usia kerja. Penduduk bukan angkatan kerja tersebut terdiri 

dari 6,94 persen penduduk yang sekolah; 18,67 persen penduduk yang mengurus 

rumah dan 5,53 persen penduduk yang mempunyai kegiatan lainnya.  

Gambar 6.15. Jumlah dan Persentase Penduduk Usia Kerja menurut Jenis Kegiatan 
 Kabupaten Purworejo, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS, 2016 
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Isu ketenagakerjaan yang seringkali mendapatkan perhatian adalah 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang mengindikasikan besarnya  

penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK diukur 

sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. 

Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (labour 

supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu 

perekonomian. 

Gambar 6.16. Perkembangan TPAK dan TPT Kabupaten Purworejo, 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS, 2016 

Perkembangan jumlah angkatan kerja kabupaten Purworejo selama tahun 

2011-2015 menunjukkan peningkatan, meskipun pernah terjadi penurunan pada 

tahun 2014. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) tahun 2015 sebesar 68,86 

persen, meningkat dari 68,44 persen pada tahun 2014. Semakin meningkatnya 

TPAK, maka semakin meningkat jumlah penduduk yang berpotensi untuk 

bekerja.   

TPAK kabupaten Purworejo mengalami peningkatan dari 71,48 persen 

pada tahun 2013 menjadi 68,44 persen pada tahun 2014 dan kembali meningkat 

menjadi 68,86 persen tahun 2015 kondisi Agustus. TPAK di Kabupaten Purworejo 

pada tahun 2015 sebesar 68,86 persen yang berarti dari 100 orang penduduk 

usia kerja, sekitar 69 orang termasuk angkatan kerja. Selain itu, dapat diartikan 

pula bahwa dari 1000 orang penduduk usia kerja sekitar 689 orang di antaranya 

aktif secara ekonomi. 
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Selain TPAK, isu penting yang seringkali mendapatkan perhatian adalah 

isu pengangguran. Konsep pengangguran yang digunakan adalah mereka yang 

sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari 

pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang sudah 

punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan pada waktu yang bersamaan 

mereka tak bekerja (jobless). Pengangguran dengan konsep tersebut biasanya 

disebut sebagai pengangguran terbuka (open unemployment). 

Indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok 

pengangguran diukur dengan Tingkat Pengangguran terbuka (TPT), dimana TPT 

merupakan persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. 

Perkembangan TPT kabupaten Purworejo selama periode 2013-2015 pada bulan 

Agustus terus menurun yaitu dari 5,15 persen pada tahun 2013 menjadi 5,10 

persen pada tahun 2014, dan turun kembali menjadi 4,01 persen pada tahun 

2015.  

Sebagian besar tenaga kerja kabupaten Purworejo terserap di sektor 

pertanian sebesar 39,66 persen pada tahun 2015, disusul sektor perdagangan 

sebesar 21,00 persen, industri pengolahan sebesar 16,95 persen, jasa 

kemasyarakatan sebesar 12,38 persen, dan lainnya sebesar 10,02 persen. Sektor 

pertanian memiliki kesempatan kerja yang lebih luas dibanding sektor yang lain 

karena sektor tersebut tidak memerlukan keahlian khusus. 

Gambar 6.17. Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama  
Kabupaten Purworejo, 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sumber : BPS, 2016 
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Apabila dilihat dari status pekerjaan utama pada tahun 2015 terlihat 

bahwa sebagian besar penduduk yang bekerja berstatus sebagai pekerja 

sebanyak 51,04 persen, baik sebagai buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas, 

maupun sebagai pekerja tak dibayar/pekerja keluarga. Penduduk yang berusaha 

sendiri sebanyak 15,44 persen, berusaha dibantu buruh tidak tetap sebanyak 

31,07 persen, dan berusaha dibantu buruh tetap sebanyak 2,44 persen. 

Tingkat produktivitas penduduk yang bekerja dapat dilihat dari jumlah 

jam kerja seminggu yang lalu. Penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal 

(kurang dari 35 jam per minggu) disebut setengah pengangguran 

(underemployment), dimana ada sebanyak 30,95 persen penduduk yang bekerja 

di kabupaten Purworejo pada tahun 2015 termasuk pada golongan tersebut.  

Semakin tinggi tingkat setengah pengangguran maka semakin rendah tingkat 

utilisasi pekerja dan produktivitasnya, yang berakibat pada semakin rendahnya 

tingkat pendapatan mereka.  

 

6.6. Perumahan 

Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, kebutuhan yang paling 

mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sekaligus 

merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah selain sebagai 

tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Semakin tinggi 

status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan 

tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik. 
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Gambar 6.18. Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai  
Kabupaten Purworejo, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS, 2017 

Berdasarkan data Susenas 2016, persentase rumah tangga yang status 

tempat tinggalnya milik sendiri sebesar 86,14 persen, sedangkan 13,86 persen 

rumah tangga menempati rumah dengan status tempat tinggalnya 

kontrak/sewa, bebas sewa, dan lainnya. Status penguasaan tempat tinggal 

merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan 

rumah tangga. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat 

dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang 

terjamin dan permanen dalam jangka panjang. 

Luas rumah yang ditempat juga dapat mencerminkan kesejahteraan 

penghuninya. Semakin tinggi status sosial suatu rumah tangga maka semakin 

besar luas lantai yang dikuasai oleh rumah tangga. Persentase rumah tangga 

yang menempati rumah dengan luas lantai kurang dari 50 m2 sebesar 11,76 

persen, dan yang menempati rumah dengan luas lantai 50-99 m2 sebesar 64,42 

persen, sedangkan yang menempati rumah dengan luas lantai 100 m2 atau lebih 

sebesar 23,82 persen. 

Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni 

sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah 

tempat tinggal. Beberapa diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas 

yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, 

< 20 m2
0,20%

20 -49 m2
11,56%

50 - 99 m2
64,42%

100 - 149 m2
17,61%

150+ m2
6,21%



IPM DAN INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN PURWOREJO 2016  75 

seng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah. Semakin banyak 

rumah tinggal yang memiliki beberapa kualitas mengindikasikan bahwa semakin 

baik kualitas perumahan di suatu daerah. 

Tabel 6.1. Persentase Rumah Tangga menurut Kualitas Perumahan 
Kabupaten Purworejo, 2014-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : BPS, 2017 

Secara umum, kondisi perumahan di Kabupaten purworejo relatif telah 

memenuhi rumah sehat. Hal ini dilihat dari tingginya persentase rumah tangga 

yang bertempat tinggal di rumah yang berlantai bukan tanah sebesar 86,62 

persen, rumah tinggal dengan atap layak sebesar 100 persen, dan dinding 

permanen sebesar 88,99 persen. Meskipun jika dibandingkan dengan kualitas 

perumahan tahun sebelumnya menunjukkan perkembangan yang berbeda pada 

masing-masing kualitas bahan bangunan. 

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan 

fasilitas suatu rumah tinggal seperti tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, 

dan penerangan yang baik. Fasilitas yang digunakan oleh rumah tangga tersebut 

juga menentukan tingkat kesejahteraan rumah tangga. 

Tabel 6.2. Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Perumahan 
Kabupaten Purworejo Tahun 2014-2016 

 

 

 

 

Sumber : BPS, 2017 

 

Indikator Kualitas Perumahan 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4)

Luas  bukan tanah (%) 82,57 84,85 86,62

Atap beton, genteng, s i rap, seng, dan asbes  (%) 100,00 100,00 100,00

Dinding terluas  tembok dan kayu (%) 87,64 86,50 88,99

Fasilitas Perumahan 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4)

Air minum bers ih 86.36 85.18 77.01

Jamban sendiri 70.45 74.69 78.95

Sumber penerangan l i s trik 99.80 99.87 99.98
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Sebagian besar masyarakat sudah banyak memanfaatkan penerangan 

listrik sebagai fasilitas rumahnya, hampir 100 persen rumah di kabupaten 

Purworejo menggunakan penerangan listrik. Sumber penerangan yang ideal 

adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non PLN) karena cahaya listrik lebih 

terang dibanding sumber penerangan lainnya. 

Air minum yang dikonsumsi oleh rumah tangga di kabupaten Purworejo 

sebagian besar bersumber dari sumur yaitu sebesar 50,29 persen, dimana 42,99 

persen merupakan sumur terlindung dan sumur tidak terlindung sebesar 7,30 

persen. Rumah tangga yang menggunakan mata air sebagai sumber air minum  

masih cukup banyak yaitu 19,68 persen dari jumlah rumah tangga yang ada, 

sedangkan yang menggunakan pompa sebesar 15,43 persen dan yang 

menggunakan air minum kemasan/leding sebesar 14,04 persen. Dengan 

demikian, sekitar 77,01 persen rumah tangga di Kabupaten Purworejo sudah 

menggunakan air minum yang bersih (air dalam kemasan, air isi ulang, leding, 

sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung). 

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang 

cukup penting peranannya. Disamping telah memiliki jamban sendiri, 

penggunaan jamban dengan tangki septik juga merupakan bagian dari kualitas 

kehidupan bagi rumah tangga dalam memenuhi salah satu kriteria rumah sehat. 

Dilihat dari fasilitas tempat buang air besar, sekitar 78,95 persen rumah tangga 

memiliki fasilitas temapat buang air besar sendiri. Sementara itu, sekitar 75 

persen dari jumlah rumah tangga pemakai sumber air pompa/sumur/mata air 

sudah mempunyai jarak tempat penampungan tinja dari pompa atau sumur 

maupun mata air terdekat lebih dari 10 meter. 

Seiring dengan perkembangan teknologi, kepemilikan komputer menjadi 

salah satu fasilitas perumahan yang sangat pesat pertumbuhannya. Selain itu, 

pesatnya perkembangan teknologi telepon selular membuat telepon rumah 

semakin ditinggalkan. Berdasarkan data Susenas 2016, hanya sekitar 1,09 persen 

rumah tangga di kabupaten Purworejo yang telah memiliki telepon rumah, 



IPM DAN INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN PURWOREJO 2016  77 

sekitar 55,42 persen memiliki telepon seluler (HP)  dan 15,73 persen memiliki 

komputer. 

6.7. Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk 

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator 

kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Besar kecilnya proporsi pengeluaran 

untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat 

memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Pada kondisi 

pendapatan terbatas pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas 

utama. Pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah 

mencapai titik jenuh, peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran 

dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan 

penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk 

perubahan tingkat kesejahteraan. Makin rendah persentase pengeluaran untuk 

makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan 

penduduk. 

Tabel 6.3. Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran 
Kabupaten Purworejo Tahun 2014-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : BPS, 2017 

Berdasarkan data Susenas 2016, pengeluaran rata-rata per kapita sebulan 

di kabupaten Purworejo sebesar Rp 742.705,00, dimana pengeluaran tersebut 

digunakan untuk kebutuhan makanan sebesar 48,19 persen dan untuk 

kebutuhan bukan makanan sebesar 51,81 persen. Selama tahun 2014 hingga 

(1) (2) (3) (4) (5)

Makanan Rp 326.495 306.760 357.933

% 46,68 50,35 48,19

Non Makanan Rp 372.965 302.506 384.772

% 53,32 49,65 51,81

Rp 699.460 609.266 742.705

% 100,00 100,00 100,00
Jumlah

2016
Pengeluaran Rata-rata 

Per Kapita Per Bulan 
Satuan 2014 2015
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tahun 2016, pengeluaran rata-rata per kapita sebulan di kabupaten Purworejo 

terus mengalami peningkatan, dari Rp 699.460,- pada tahun 2014 meningkat 

menjadi Rp 742.705,- pada tahun 2016 atau meningkat sebesar 6,18 persen. 
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(1) (2) (3) (4) (5)

Grabag 21,635 22,056 43,691 98.09

Ngombol 15,679 15,862 31,541 98.85

Purwodadi 18,524 18,814 37,338 98.46

Bagelen 14,483 14,937 29,420 96.96

Kaligesing 14,798 15,031 29,829 98.45

Purworejo 41,542 43,424 84,966 95.67

Banyuurip 20,051 20,930 40,981 95.80

Bayan 22,829 23,945 46,774 95.34

Kutoarjo 29,585 30,033 59,618 98.51

Butuh 19,450 20,299 39,749 95.82

Pituruh 22,998 23,801 46,799 96.63

Kemiri 25,680 26,185 51,865 98.07

Bruno 22,063 22,283 44,346 99.01

Gebang 20,105 20,712 40,817 97.07

Loano 17,598 17,803 35,401 98.85

Bener 24,461 25,090 49,551 97.49

Total 351,481 361,205 712,686 97.31

Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk 2010-2020

Rasio Jenis Kelamin

Tabel Lampiran 1

Kecamatan Laki-laki Perempuan
Laki-laki + 

Perempuan

Proyeksi Penduduk Kabupaten Purworejo menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2016
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(1) (2) (3) (4)

0 - 4 26,226 24,849 51,075

5 - 9 28,757 27,063 55,820

10 - 14 30,300 28,769 59,069

15 - 19 30,526 27,306 57,832

20 - 24 21,929 20,883 42,812

25 - 29 18,520 19,398 37,918

30 - 34 19,838 21,159 40,997

35 - 39 22,454 24,369 46,823

40 - 44 25,689 27,546 53,235

45 - 49 26,932 28,286 55,218

50 - 54 25,132 26,886 52,018

55 - 59 20,771 22,682 43,453

60 - 64 15,628 16,541 32,169

65 - 69 13,546 14,532 28,078

70 - 74 10,831 12,259 23,090

75+ 14,402 18,677 33,079

Total 351,481 361,205 712,686

Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk 2010-2020

Tabel Lampiran 2

Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Laki-laki + Perempuan

Proyeksi Penduduk Kabupaten Purworejo menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2016
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(1) (2) (3) (4)

0 - 14 169,694 167,833 165,964

15 - 64 458,479 460,623 462,475

65+ 79,833 81,930 84,247

Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk 2010-2020

710,386 712,686

54.42 54.22 54.10

Tabel Lampiran 3

Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan, 2014-2016

2014 2015

708,006Total

Rasio Ketergantungan

2016Kelompok Umur

(1) (2) (3) (4)

Belum Kawin 19.86 22.33 26.88

Kawin 77.49 74.26 61.13

Cerai Hidup 1.24 1.36 2.38

Cerai Mati 1.41 2.05 9.61

Sumber : BPS, Susenas 2014-2016

Total 100.00 100.00 100.00

Tabel Lampiran 4

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Status Perkawinan 

Kabupaten Purworejo, 2014-2016

Status Perkawinan 2014 2015 2016
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(1) (2) (3) (4)

< 17 17.17 4.25 14.19

17 - 18 19.80 15.08 20.30

19 - 24 44.49 70.30 47.50

25 + 18.54 10.37 18.01

Sumber : BPS, Susenas 2014-2016

Kabupaten Purworejo, 2014-2016

Rata-rata Umur Perkawinan 

Pertama
2014 2015 2016

Total 100.00 100.00 100.00

Tabel Lampiran 5

Persentase Penduduk Wanita Umur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin 

menurut Rata-rata Umur Perkawinan Pertama (Tahun) 

(1) (2) (3) (4)

Sedang Memakai KB 56.68 59.65 52.50

Tidak Sedang Memakai 20.58 16.69 15.23

Tidak Pernah KB 22.74 23.66 32.27

Sumber : BPS, Susenas 2014-2016

Total 100.00 100.00 100.00

Status KB 2014 2015 2016

Tabel Lampiran 6

Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin menurut Status KB

Kabupaten Purworejo, 2014-2016
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(1) (2) (3) (4)

MOW/Tubektomi 1.87 5.30 9.05

MOP/Vasektomi 0.46 0.32 0.00

AKDR/IUD/Spiral 13.88 15.49 18.73

Suntik KB 47.90 52.80 38.19

Susuk KB 22.23 14.02 21.49

Pil KB 9.43 9.77 8.57

Kondom/Karet 0.81 0.90 2.93

Intravag/Kondom Wanita 0.00 0.00 0.00

Tradisional 3.42 1.40 1.04

Sumber : BPS, Susenas 2014-2016

Tabel Lampiran 7

Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun Berstatus Kawin menurut Alat KB yang Sedang Digunakan

Kabupaten Purworejo, 2014-2016

2016

Total 100.00 100.00 100.00

Alat KB yang Sedang Digunakan 2014 2015

(1) (2) (3) (4)

Keluhan Kesehatan

Laki-laki 39.44 33.62 33.85

Perempuan 38.73 32.72 37.99

Laki-laki+Perempuan 39.08 33.16 35.95

Menyebabkan Terganggu

Laki-laki 37.58 53.59 54.77

Perempuan 35.12 48.93 51.26

Laki-laki+Perempuan 36.34 51.26 52.89

Sumber : BPS, Susenas 2014-2016

Tabel Lampiran 8

Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir 

dan Menyebabkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari (Sakit) menurut Jenis Kelamin

2016

Kabupaten Purworejo, 2014-2016

2014 2015Rincian
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(1)

Laki-laki

Perempuan

Laki-laki+Perempuan

Sumber : BPS, Susenas 2014-2016

16.01

17.01

18.54

19.48

19.0114.20

Tabel Lampiran 9

Angka Kesakitan menurut Jenis Kelamin

Kabupaten Purworejo, 2014-2016

Rincian 20162015

(3) (4)

18.01

2014

(2)

14.82

13.60

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

< 4 92.2 94.23 93.23 50.22 45.15 47.80 58.55 50.63 54.44

4 - 7 5.66 3.63 4.63 37.08 37.76 37.41 27.76 32.49 30.21

8 - 14 1.27 0.71 0.98 4.49 5.22 4.84 4.68 6.18 5.46

15 - 21 0.21 0.29 0.25 1.11 3.56 2.28 4.58 3.65 4.10

22 - 30 0.66 1.14 0.91 7.10 8.31 7.67 4.43 7.05 5.79

Sumber : BPS, Susenas 2014-2016

2014 2015 2016

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Kabupaten Purworejo, 2014-2016

Total 100.00 100.00 100.00

Tabel Lampiran 10

Persentase Penduduk yang Menderita Sakit dalam Sebulan Terakhir menurut Lamanya Terganggu

Perempuan
Laki-laki + 

Perempuan

Lama Terganggu
Laki-laki Perempuan

Laki-laki + 

Perempuan
Laki-laki Perempuan

Laki-laki + 

Perempuan
Laki-laki
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Ya 46.62 53.86 50.26 54.87 53.19 54.03 55.37 56.00 55.70

Tidak 53.38 46.14 49.74 45.13 46.81 45.97 44.63 44.00 44.30

Sumber : BPS, Susenas 2014-2016

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Laki-laki + 

Perempuan
Laki-laki Perempuan

Laki-laki + 

Perempuan

Tabel Lampiran 11

Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Jenis Kelamin 

dan Apakah Berobat Jalan dalam Satu Bulan Terakhir

Kabupaten Purworejo, 2014-2016

Apakah Berobat Jalan

2014 2015 2016

Laki-laki Perempuan
Laki-laki + 

Perempuan
Laki-laki Perempuan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2.08 7.67 4.92 0.69 0.38 0.52

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.54 0.00 0.25

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

64.81 63.65 64.22 46.60 58.82 53.10

0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.28

31.78 28.25 29.98 47.44 34.70 40.66

1.33 0.43 0.88 4.13 6.10 5.19

Sumber : BPS, Susenas 2015-2016

Tidak punya biaya berobat

Tidak ada biaya transportasi

Tidak ada sarana transportasi

Waktu tunggu pelayanan lama

Mengobati sendiri

Lainnya

Tidak ada yang mendampingi

Merasa tidak perlu

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Laki-laki Perempuan
Laki-laki + 

Perempuan

dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan

Tabel Lampiran 12

Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Jenis Kelamin 

Kabupaten Purworejo, 2015-2016

2015 2016

Laki-laki Perempuan
Laki-laki + 

Perempuan

Alasan Utama Tidak Berobat Jalan
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(2) (3) (4) (5) (6) (7)

4.47 8.31 6.36 6.44 7.68 7.11

5.58 5.26 5.42 8.09 5.19 6.53

46.93 48.92 47.91 44.56 42.69 43.55

5.85 4.04 4.96 5.99 1.79 3.73

32.43 29.18 30.83 32.00 35.47 33.87

3.14 5.42 4.26 4.97 7.21 6.17

3.20 0.72 1.98 3.42 3.38 3.40

4.56 0.86 2.74 0.77 0.69 0.73

*) UKBM : Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan)

Sumber : BPS, Susenas 2015-2016

menurut Jenis Kelamin dan Tempat/Cara Berobat

Tempat/Cara Berobat

(1)

Tradis ional/Al ternati f

La innya

Tabel Lampiran 13

Persentase Kunjungan Penduduk yang Berobat Jalan dalam Satu Bulan Terakhir

Kabupaten Purworejo, 2015-2016

2015 2016

Laki-laki Perempuan
Laki-laki + 

Perempuan
Laki-laki Perempuan

Laki-laki + 

Perempuan

RS Pemerintah

RS Swasta

Praktik Dokter/Bidan

Kl inik/Praktik Dokter Bersama

Pusekasmas/Pustu

UKBM*)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Ya 22.58 22.62 22.60 26.92 29.78 28.46

Tidak 77.42 77.38 77.40 73.08 70.22 71.54

Sumber : BPS, Susenas 2015-2016

Tabel Lampiran 14

Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan menurut Jenis Kelamin 

dan Apakah Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan

Kabupaten Purworejo, 2015-2016

Laki-laki Perempuan
Laki-laki + 

Perempuan
Laki-laki Perempuan

Laki-laki + 

Perempuan

100.00

Apakah  Menggunakan 

Jaminan Kesehatan untuk 

Berobat Jalan

2015 2016

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

BPJS Kesehatan 4.95 5.32 5.14 10.91 11.83 11.37

BPJS Ketenagakerjaan 0.65 0.64 0.65 1.24 1.11 1.17

Askes/Asabri/Jamsostek 6.08 7.74 6.92 7.11 6.93 7.02

Jamkesmas/PBI 26.67 26.34 26.50 27.97 27.74 27.85

Jamkesda 0.10 0.32 0.21 0.51 0.53 0.52

Asuransi Swasta 0.52 0.39 0.46 0.51 0.28 0.39

Perusahaan/kantor 0.07 0.06 0.07 0.00 0.00 0.00

Tidak Memiliki 61.05 59.28 60.15 52.05 51.64 51.84

Sumber : BPS, Susenas 2015-2016

Kabupaten Purworejo, 2015-2016

Jaminan Kesehatan yang 

Dimiliki

2015 2016

Laki-laki Perempuan
Laki-laki + 

Perempuan
Laki-laki Perempuan

Laki-laki + 

Perempuan

Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan 

menurut Jenis Kelamin dan Jaminan Kesehatan yang Dimiliki

Tabel Lampiran 15

Laki-laki Perempuan
Laki-laki + 

Perempuan
Laki-laki Perempuan

Laki-laki + 

Perempuan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Ya 3.71 5.49 4.61 5.00 5.19 5.10

Tidak 96.29 94.51 95.39 95.00 94.81 94.90

Sumber : BPS, Susenas 2015-2016

Tabel Lampiran 16

Persentase Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Apakah Pernah Dirawat Inap Dalam 1 Tahun Terakhir

Kabupaten Purworejo, 2015-2016

Total 100.00 100.00 100.00

 Dirawat Inap Dalam 

1 Tahun Terakhir

2015 2016

100.00 100.00 100.00
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Ya 58.14 45.12 50.29 55.81 49.83 52.73

Tidak 41.86 54.88 49.71 44.19 50.17 47.27

Sumber : BPS, Susenas 2015-2016

2015 2016

dan Apakah Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Rawat Inap

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Laki-laki Perempuan
Laki-laki + 

Perempuan
Laki-laki Perempuan

Laki-laki + 

Perempuan

Jaminan Kesehatan 

untuk Rawat Inap

Tabel Lampiran 17

Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam 1 Tahun Terakhir menurut Jenis Kelamin

Kabupaten Purworejo, 2015-2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Ya, Setiap Hari 43.07 0.83 21.54 40.34 0.83 20.26

Ya, Tidak Setiap Hari 6.13 0.00 3.00 5.28 0.00 2.67

Sumber : BPS, Susenas 2015-2016

2015 2016

Tabel Lampiran 18

Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas yang Merokok Tembakau 

menurut Jenis Kelamin Selama Sebulan Terakhir 

Kabupaten Purworejo, 2015-2016

Merokok Tembakau
Laki-laki Perempuan

Laki-laki + 

Perempuan
Laki-laki Perempuan

Laki-laki + 

Perempuan
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(1) (2) (3)

15 - 21 18.24 17.91

22 - 35 21.67 21.69

36 - 49 23.25 23.12

Sumber : BPS, Susenas 2015-2016

Kelompok Umur 2015 2016

Total 22.41 22.41

Tabel Lampiran 19

Rata-rata Umur Hamil Pertama Perempuan Pernah Kawin (PPK) Umur 15-49 Tahun menurut Kelompok Umur

Kabupaten Purworejo, 2015-2016

(1) (2) (3)

RS/RS bersalin 26.48 43.07

Klinik/bidan praktik 49.92 46.65

Puskesmas/Polindes/Pustu 14.07 6.21

Rumah 9.53 4.07

Lainnya 0.00 0.00

Sumber : BPS, Susenas 2015-2016

Tabel Lampiran 20

Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun menurut Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup yang Terakhir

Kabupaten Purworejo, 2015-2016

Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup 2015 2016

Total 100.00 100.00
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(1) (2) (3)

Dokter 26.74 42.93

Bidan 69.41 52.99

Tenaga Medis Lainnya 2.11 2.22

Dukun Bersalin 1.74 1.86

Keluarga/Lainnya 0.00 0.00

Sumber : BPS, Susenas 2015-2016

Tabel Lampiran 21

Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang 2 Tahun Lalu atau Kurang 

Kabupaten Purworejo, 2015-2016

Penolong Kelahiran Terakhir 2015 2016

Total 100.00 100.00

Melahirkan Anak Lahir Hidup yang Terakhir menurut Penolong Kelahiran Terakhir

Laki-laki Perempuan
Laki-laki + 

Perempuan
Laki-laki Perempuan

Laki-laki + 

Perempuan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Ya 70.92 79.86 74.55 71.57 83.37 72.25

Tidak 29.08 20.14 25.45 28.43 16.63 22.75

Sumber : BPS, Susenas 2015-2016

Tabel Lampiran 22

Persentase Anak Berumur 0-59 Bulan yang Diberi Imunisasi Lengkap

Kabupaten Purworejo, 2015-2016

Pemberian Imunisasi Lengkap

2015 2016

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.00

Ya Tidak Total Ya Tidak Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2015 93.89 6.11 100.00 51.88 48.12 100.00

2016 90.00 10.00 100.00 51.88 48.12 100.00

Sumber : BPS, Susenas 2015-2016

Tabel Lampiran 23

Persentase Baduta Berumur 0-23 Bulan yang Pernah Diberi ASI 

Kabupaten Purworejo, 2015-2016

Tahun
Penah Diberi ASI Pernah Diberi ASI Eksklusif

dan Persentase Baduta Berumur 0-23 Bulan Pernah yang Diberi ASI Eksklusif 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Tidak/Belum Pernah Sekolah 3.02 7.89 5.50 1.70 5.45 3.61

Masih Sekolah 19.13 17.37 18.23 19.05 18.25 18.64

Tidak Sekolah Lagi 77.85 74.74 76.27 79.25 76.30 77.75

Sumber : BPS, Susenas 2015-2016

Tabel Lampiran 24

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin

Kabupaten Purworejo, 2015-2016

2015 2016

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Partisipasi Sekolah
Laki-laki Perempuan

Laki-laki + 

Perempuan
Laki-laki Perempuan

Laki-laki + 

Perempuan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Huruf Latin 50.80 46.09 48.39 60.80 51.46 56.03

Huruf Lainnya 0.35 0.60 0.48 0.07 0.20 0.14

Huruf Latin dan Lainnya 46.21 45.69 45.94 36.36 39.88 38.16

Tidak Dapat Membaca dan Menulis 2.64 7.62 5.19 2.77 8.46 5.67

Sumber : BPS, Susenas 2015-2016

Tabel Lampiran 25

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kemampuan Membaca Menulis dan Jenis Kelamin

Kabupaten Purworejo, 2015-2016

Kemampuan Membaca dan Menulis

2015 2016

Laki-laki Perempuan
Laki-laki + 

Perempuan
Laki-laki Perempuan

Laki-laki + 

Perempuan

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Tidak/Belum Pernah Sekolah 3.02 7.89 5.50 1.70 5.45 3.61

Tidak/Belum Tamat SD/MI 21.61 21.63 21.62 16.48 19.02 17.78

SD/SDLB/MI 27.72 26.08 26.88 42.83 37.58 40.15

SMP/SMPLB/MTs 21.11 21.44 21.28 13.20 14.39 13.81

SMU/SMLB/MA 13.13 10.45 11.76 10.91 11.43 11.17

SMK 8.06 7.85 7.96 9.97 7.31 8.61

DI/DII 0.57 0.84 0.71 0.61 0.19 0.40

DIII/Sarjana Muda 1.50 1.13 1.31 0.93 0.82 0.88

DIV/S1 dan S2/S3 3.28 2.69 2.97 3.37 3.81 3.59

Sumber : BPS, Susenas 2015-2016

Tabel Lampiran 26

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Kabupaten Purworejo, 2015-2016

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

2015 2016

Laki-laki Perempuan
Laki-laki + 

Perempuan
Laki-laki Perempuan

Laki-laki + 

Perempuan

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

SD 64.44 64.77 64.60 36.60 31.97 34.28

SMP 2.14 0.00 1.10 34.26 26.01 30.13

SMU 28.78 28.00 28.40 26.24 34.73 30.48

DI-UNIV 4.64 7.23 5.90 2.90 7.29 5.11

Sumber : BPS, Susenas 2015-2016

Tabel Lampiran 27

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

menurut Jenjang Pendidikan yang Sedang Diduduki

Kabupaten Purworejo, 2015-2016

Jenjang Pendidikan yang Sedang 

Diduduki

2015 2016

Laki-laki Perempuan
Laki-laki + 

Perempuan
Laki-laki Perempuan

Laki-laki + 

Perempuan
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Tidak/Belum Pernah Sekolah 4.98 9.05 7.06 3.88 6.82 5.37

Masih Sekolah 24.32 22.89 23.60 23.86 23.02 23.43

Tidak Sekolah Lagi 70.70 68.06 69.34 72.26 70.16 71.20

Sumber : BPS, Susenas 2015-2016

Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin

Kabupaten Purworejo, 2015-2016

Partisipasi Sekolah

2015 2016

Laki-laki Perempuan
Laki-laki + 

Perempuan
Laki-laki Perempuan

Laki-laki + 

Perempuan

Total 100.00 100.00 100.00

Tabel Lampiran 28

100.00 100.00 100.00

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

5 - 6 3.01 2.72 2.86 3.44 2.66 3.04

7 - 12 12.05 11.09 11.56 11.12 10.44 10.77

13 - 15 5.84 6.32 6.08 7.21 5.90 6.55

16 - 18 6.21 5.16 5.68 4.26 5.18 4.72

19 - 21 3.10 2.40 2.74 3.71 2.74 3.22

22 - 24 3.08 3.74 3.41 3.91 3.38 3.64

25+ 66.71 68.57 67.67 66.35 69.70 68.06

Sumber : BPS, Susenas 2015-2016

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Tabel Lampiran 29

Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur

Kabupaten Purworejo, 2015-2016

Kelompok Umur

2015 2016

Laki-laki Perempuan
Laki-laki + 

Perempuan
Laki-laki Perempuan

Laki-laki + 

Perempuan
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

5 - 6 3.17 3.68 3.42 4.64 3.69 4.17

7 - 12 49.54 48.46 49.01 46.59 45.34 45.97

13 - 15 22.59 27.59 25.06 28.55 25.65 27.10

16 - 18 20.70 14.45 17.61 13.54 17.83 15.68

19 - 21 2.62 2.83 2.72 5.39 5.28 5.34

22 - 24 1.38 2.58 1.97 1.01 1.07 1.04

25+ 0.00 0.41 0.21 0.28 1.14 0.70

Sumber : BPS, Susenas 2015-2016

Tabel Lampiran 30

Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah menurut Kelompok Umur

Kabupaten Purworejo, 2015-2016

Kelompok Umur

2015 2016

Laki-laki Perempuan
Laki-laki + 

Perempuan
Laki-laki Perempuan

Laki-laki + 

Perempuan

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Penduduk Berumur 7 - 12 Tahun

Tidak/Belum Pernah Sekolah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Masih Sekolah 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Tidak Sekolah Lagi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Penduduk Berumur 13 - 15 Tahun

Tidak/Belum Pernah Sekolah 1.72 0.00 0.81 0.00 0.00 0.00

Masih Sekolah 94.06 100.00 97.20 94.46 100.00 97.00

Tidak Sekolah Lagi 4.22 0.00 1.99 5.54 0.00 3.00

Penduduk Berumur 16 - 18 Tahun

Tidak/Belum Pernah Sekolah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Masih Sekolah 81.03 64.07 73.17 75.91 79.28 77.79

Tidak Sekolah Lagi 18.97 35.93 26.83 24.09 20.72 22.21

Penduduk Berumur 19 - 24 Tahun

Tidak/Belum Pernah Sekolah 1.83 0.00 0.90 0.97 0.00 0.53

Masih Sekolah 15.71 20.19 17.99 20.01 23.91 21.78

Tidak Sekolah Lagi 82.46 79.81 81.11 79.02 76.09 77.69

Sumber : BPS, Susenas 2015-2016

Tabel Lampiran 31

Persentase Penduduk Berumur 7 - 24  Tahun menurut  Jenis Kelamin, Kelompok Umur, dan Partisipasi Sekolah

Kabupaten Purworejo, 2015-2016

Rincian

2015 2016

Laki-laki Perempuan
Laki-laki + 

Perempuan
Laki-laki Perempuan

Laki-laki + 

Perempuan
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Penduduk Berumur 7 - 12 Tahun

SD 25.98 24.87 50.85 24.53 23.49 48.01

SMP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.31

Penduduk Berumur 13 - 15 Tahun

SD 10.85 11.74 22.60 1.39 1.02 2.41

SMP 0.80 0.00 0.80 12.57 9.42 21.99

SMU 0.19 2.42 2.61 1.07 3.02 4.09

Penduduk Berumur 16 - 18 Tahun

SD 0.63 0.33 0.96 0.00 0.00 0.00

SMP 0.00 0.00 0.00 0.46 0.22 0.68

SMU 9.99 6.85 16.84 6.42 9.14 15.56

DI-UNIV 0.24 0.24 0.48 0.25 0.00 0.25

Penduduk Berumur 19 - 24 Tahun

SMP 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.09

SMU 0.59 0.66 1.25 2.56 1.14 3.70

DI-UNIV 1.50 2.12 3.62 0.72 2.20 2.21

Sumber : BPS, Susenas 2015-2016

Tabel Lampiran 32

Persentase Penduduk Berumur 7 - 24  Tahun yang Masih Sekolah 

Kabupaten Purworejo, 2015-2016

Rincian

2015 2016

Laki-laki Perempuan
Laki-laki + 

Perempuan
Laki-laki Perempuan

Laki-laki + 

Perempuan

menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Jenjang Pendidikan
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(1) (2) (3) (4)

15 - 19 14.77 15.87 16.19

20 - 24 10.95 11.35 11.06

25 - 29 13.17 12.26 12.47

30 - 34 13.24 14.18 14.83

35 - 39 14.62 13.13 12.15

40 - 44 17.32 15.55 15.82

45 - 49 15.93 17.66 17.48

Sumber : BPS, Susenas 2014-2016

Tabel Lampiran 33

Persentase Penduduk Wanita Berumur 15-49 Tahun menurut Kelompok Umur

Kabupaten Purworejo, 2014-2016

Kelompok Umur 2015 2016

Total 100.00 100.00

2014

100.00

(1) (2) (3) (4)

< 17 17.17 4.26 14.19

17 -18 19.80 15.08 20.30

19 -24 44.49 70.30 47.50

25+ 18.54 10.36 18.01

Sumber : BPS, Susenas 2014-2016

2016

Total 100.00 100.00 100.00

Tabel Lampiran 34

Persentase Penduduk Wanita Berumur 10 Tahun Ke Atas yang Pernah Kawin menurut Umur Perkawinan Pertama

Kabupaten Purworejo, 2014-2016

Umur Perkawinan Pertama 2014 2015

(1) (2) (3) (4)

15 - 19 1.72 2.14 1.23

20 - 24 10.41 8.57 9.30

25 - 29 14.42 13.76 14.66

30 - 34 15.76 17.17 17.80

35 - 39 17.29 16.35 15.46

40 - 44 21.11 19.47 19.72

45 - 49 19.29 22.54 21.83

Sumber : BPS, Susenas 2014-2016

Total 100.00 100.00 100.00

Tabel Lampiran 35

Persentase Penduduk Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin menurut Kelompok Umur

Kabupaten Purworejo, 2014-2016

Kelompok Umur 2014 2015 2016
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(1) (2) (3) (4)

Belum Kawin 19.86 22.33 21.42

Kawin 77.49 74.26 73.72

Cerai Hidup 1.24 1.35 3.16

Cerai mati 1.41 2.05 1.70

Sumber : BPS, Susenas 2014-2016

Tabel Lampiran 36

Persentase Penduduk Wanita Berumur 15-49 Tahun menurut Status Perkawinan

Kabupaten Purworejo, 2014-2016

Status Perkawinan 2014 2015 2016

Total 100.00 100.00 100.00

(1) (2) (3) (4)

Perempuan Pernah Kawin 1.94 1.92 1.96

Rata-rata Anak Lahir Hidup 2.08 1.99 1.90

Rata-rata Anak Masih Hidup 1.97 1.92 1.85

Sumber : BPS, Susenas 2014-2016

Tabel Lampiran 37

Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun , Rata-rata Anak Lahir Hidup, dan Rata-rata Anak Masih Hidup

Kabupaten Purworejo, 2014-2016

Rincian 2014 2015 2016
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(1) (2) (3) (4)

Pernah Menggunakan Alat/Cara KB 20.58 16.70 15.23

Sedang Menggunakan Alat/Cara KB 56.68 59.65 52.50

Tidak Pernah Menggunakan Alat/Cara KB 22.74 23.65 32.27

Sumber : BPS, Susenas 2014-2016

Tabel Lampiran 38

Persentase Penduduk Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin Menurut Penggunaan Alat/Cara KB

Kabupaten Purworejo, 2014-2016

Penggunaan Alat/Cara KB 2014 2015 2016

Total 100.00 100.00 100.00

(1) (2) (3) (4)

MOW/Tubektomi 1.87 5.30 9.05

MOP/Vasektomi 0.46 0.32 0.00

AKDR/IUD/Spiral 13.88 15.49 18.73

Suntikan KB 47.90 52.80 38.19

Susuk KB 22.23 14.02 21.49

Pil KB 9.43 9.77 8.57

Kondom/Karet KB 0.81 0.90 2.93

Intravag/Tissue/Kondom Wanita 0.00 0.00 0.00

Tradisional 3.42 1.40 1.04

Sumber : Susenas 2014-2016

Tabel Lampiran 39

Persentase Penduduk Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin menurut Alat/Cara KB yang Sedang Dipakai

Kabupaten Purworejo, 2014-2016

Alat/Cara KB yang Sedang Dipakai 2014 2015 2016

Total 100.00 100.00 100.00
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(1) (2) (3) (4)

< 20 0.25 0.95 0.20

20 -49 13.39 15.86 11.56

50 - 99 52.78 61.66 64.42

100 - 149 22.04 14.91 17.61

150+ 11.54 6.62 6.21

Sumber : Susenas 2014-2016

Kabupaten Purworejo, 2014-2016

Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal 2014 2015 2016

Total 100.00 100.00 100.00

Tabel Lampiran 41

Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal

(1) (2) (3) (4)

Tangki/IPAL 69.63 72.99 69.88

Kolam/Sawah/Sungai/Danau/Laut 26.47 20.13 25.47

Lubang Tanah 3.69 5.88 4.29

Pantai/Tanah Lapang/Kebun 0.10 0.77 0.24

Lainnya 0.12 0.22 0.12

Sumber : BPS, Susenas 2014-2016

Tabel Lampiran 42

Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja

Kabupaten Purworejo, 2014-2016

Tempat Pembuangan Akhir Tinja 2014 2015 2016

Total 100.00 100.00 100.00

(1) (2) (3) (4)

Milik Sendiri 85.11 90.45 86.14

Kontrak/Sewa 2.38 1.10 2.24

Bebas Sewa 12.09 8.11 10.99

Dinas 0.42 0.00 0.00

Lainnya 0.00 0.34 0.63

Sumber : Susenas 2014-2016

Tabel Lampiran 40

Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal

Kabupaten Purworejo, 2014-2016

Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal 2014 2015 2016

Total 100.00 100.00 100.00
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(1) (2) (3) (4)

< 10 m 15.54 22.03 24.24

≥ 10 m 80.66 75.63 75.21

Tidak Tahu 3.80 2.34 0.55

Tabel Lampiran 43

Persentase Rumah Tangga menurut Jarak Sumber Air Minum ke Penampungan Kotoran

Kabupaten Purworejo, 2014-2016

Jarak Sumber Air Minum ke Penampungan Kotoran 2014 2015 2016

100.00 100.00Total 100.00

  

(1) (2) (3) (4)

Sendiri 70.45 74.69 78.95

Bersama 12.35 12.84 8.65

MCK Komunal 0.00 0.00 0.54

Umum 1.02 1.26 0.00

Tidak Ada 16.18 11.21 11.86

Total 100.00 100.00 100.00

Tabel Lampiran 44

Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Kabupaten Purworejo, 2014-2016

Fasilitas tempat Buang Air Besar 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4)

Milik Sendiri 85.11 90.45 86.98

Kontrak/Sewa 2.38 1.10 2.24

Bebas sewa 12.51 8.11 10.20

Lainnya 0.00 0.35 0.58

Sumber : BPS, Susenas 2014-2016

Tabel Lampiran 45

Persentase Rumah Tangga menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal

Kabupaten Purworejo, 2014-2016

Status Penguasaan Bangunan Tempat 

Tinggal
2014 2015 2016

Total 100.00 100.00 100.00
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(1) (2) (3) (4)

Ya 14.39 12.32 15.85

Tidak 85.61 87.68 84.15

Sumber : BPS, Susenas 2014-2016

Tabel Lampiran 48

Persentase Rumah Tangga menurut Kepemilikan Pesawat Komputer

Kabupaten Purworejo, 2014-2016

Kepemilikan Pesawat Komputer 2014 2015 2016

Total 100.00 100.00 100.00

(1) (2) (3) (4)

Ya 3.55 1.51 1.19

Tidak 96.45 98.49 98.81

Sumber : BPS, Susenas 2014-2016

Persentase Rumah Tangga menurut Kepemilikan Pesawat Telepon 

Tabel Lampiran 46

Total 100.00 100.00 100.00

Kabupaten Purworejo, 2014-2016

Kepemilikan Pesawat Telepon 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4)

Ya 83.16 53.62 55.42

Tidak 16.84 46.38 44.58

Sumber : BPS, Susenas 2014-2016

Total 100.00 100.00 100.00

Persentase Rumah Tangga menurut Menguasi/Kepemilikan Telepom Seluler (HP) Selama 3 Bulan Terakhir

Kabupaten Purworejo, 2014-2016

Menguasai/Kepemilikan Telepon Seluler 

(HP) Selama 3 Bulan Terakhir

Tabel Lampiran 47

2014 2015 2016
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(1) (2) (3) (4)

80.000 - 99.999 0.00 0.00 0.00

100.000 - 149.999 0.34 0.47 0.00

150.000 - 199.999 0.82 1.41 2.71

200.000 - 299.999 16.41 15.71 10.36

300.000 + 82.43 82.41 86.93

Sumber : BPS, Susenas 2014-2016

Tabel Lampiran 49

Persentase Rumah Tangga menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Per Bulan

Kabupaten Purworejo, 2014-2016

Golongan Pengeluaran Per Kapita Per 

Bulan (Rupiah)
2014 2015 2016

Total 100.00 100.00 100.00

(1) (2) (3) (4)

Makanan 46.68 50.35 48.19

Non Makanan 53.32 49.65 51.81

Sumber : BPS, Susenas 2014-2016

Total 100.00 100.00 100.00

Tabel Lampiran 50

Persentase Pengeluaran Per Kapita Per Bulan menurut Jenis Pengeluaran

Kabupaten Purworejo, 2014-2016

Jenis Pengeluaran 2014 2015 2016
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(1) (2) (3)

Angkatan Kerja 368,602 374,054

Bekerja 349,819 359,040

Pengangguran 18,783 15,014

Bukan Angkatan Kerja 169,983 169,168

Sekolah 47,183 37,718

Mengurus Rumah tangga 90,830 101,415

Lainnya 31,970 30,035

Sumber : BPS, Sakernas 2014-2015

Tabel Lampiran 51

Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Terbanyak Seminggu yang Lalu

Kabupaten Purworejo, 2014-2015

Kegiatan Terbanyak Seminggu yang Lalu 2014 2015

Total 538,585 543,222

(1) (2) (3)

Pertanian 128,243 142,384

Industri 46,048 60,847

Perdagangan 86,585 75,389

Jasa 49,672 44,439

Lainnya 39,271 35,981

Sumber : BPS, Sakernas 2014-2015

Tabel Lampiran 52

Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Kabupaten Purworejo, 2014-2015

Lapangan pekerjaan Utama 2014 2015

Total 349,819 359,040

(1) (2) (3)

Berusaha sendiri 69,450 55,438

Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar 84,506 111,571

Berusaha dibantu buruh tetap 15,884 8,762

Buruh/karyawan/pegawai 91,099 76,024

Pekerja bebas di pertanian 21,323 21,025

Pekerja bebas di non pertanian 27,870 25,564

Pekerja tak dibayar 39,687 60,656

Sumber : BPS, Sakernas 2014-2015

Tabel Lampiran 53

Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama

Kabupaten Purworejo, 2014-2015

Status Pekerjaan Utama 2014 2015

Total 349,819 359,040
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